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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 ini dapat disusun, sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di wajibkan menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah untuk Jangka 1 Tahun.

Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat
Daerah merupakan penjabaran dari RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah
yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program
Kepala Daerah.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dalam Tahun
Anggaran 2024 belum dapat memenuhi harapan semua pihak. Hasil kerja yang dicapai
adalah prestasi kita bersama, yang wajib disyukuri sebagai anugerah yang diberikan
Allah SWT. Semua kendala dan tantangan yang dihadapi merupakan tanggung jawab
kita semua untuk menyelesaikannya.

Mengakhiri kata pengantar ini, saya menyampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Timur dan semua pihak yang telah membantu penyusunan
dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 ini. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka
peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Timur
di masa yang akan datang dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Halmahera Timur. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati

dan meridhoi kita semua.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunandaerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan. RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) serta sebagai
pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS).

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (4) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan, yang disusun dengan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD, dan RKPD, juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun
2025 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, serta berpedoman kepada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP)/program strategis nasional dan RKPD Provinsi untuk penyusunan
RKPD Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun
2026 merupakan Perencanaan lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Timur tahun 2025-2045 dan merupakan

I-1
NSNS J// N

RKPD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2026



RKPD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2026

perencanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Halmahera Timur tahun 2025-2029.

RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 disusun dengan tahapan persiapan,
penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD,
pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD, perumusan
rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik,
politis, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan
menggunakan metode dankerangka berfikir ilmiah dalam menelaah permasalahan dan isu
strategis pembangunan daerah, perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan
perencanaan pembiayaan daerah. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan
pokok pokok pikiran yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Halmahera Timur. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan
seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musrenbang.
Proses bottom-up dilakukan secara berjenjangmulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten,
provinsi dan Nasional. Sedangkan pendekatan top down menekankan bahwa tema, arah
kebijakan dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema, arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Maluku Utara.

Substansi penyusunan RKPD Kabupaten HalmaheraTimur tahun 2026 menggunakan
pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan
dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu
kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan
satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa
kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian
tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan

dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati
setelah RKPD Provinsi Maluku Utara ditetapkan. Selanjutnya dijadikan pedoman
penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten
Halmahera Timur Tahun 2026. RKPD yang telah ditetapkan tersebut digunakan juga sebagai
bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tentang APBD
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 untuk memastikan APBD Kabupaten Halmahera
Timur Tahun Anggaran 2026 telah disusun berlandaskan pada RKPD Kabupaten Halmahera
Timur Tahun 2026. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan yang akan
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dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur serta berbagai

pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif, diharapkan

dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus

dilaksanakan secara konsisten, dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan

penganggaran.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026 adalah

sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di ProvinsiMaluku
Utara (Lembaral Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1264);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rl No. 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6573);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar PelayananMinimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
1114, 2019);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477, 2019);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 288, 2020);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Nomor 1781, 2020);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor1419,
2021);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran
Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Maluku Utara Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara
Tahun 2023 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010-2029;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021,
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 03 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2025-2045;

Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan
Daerah Kabupaten Halmahera Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Halmahera Timur Tahun 2025-2029

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
1-5
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1.1. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2026 memiliki keterkaitan
vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam konteks ini RKPD
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 merupakan landasan yang digunakan untuk
menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun
2026, sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat daerah, serta untuk menjalankan agenda
pembangunan tahunan dan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam RPJPD dan
RPJMD Kabupaten Halmahera Timur, dengan memperhatikan arah kebijakan kewilayahan
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Timur. RKPD
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 disusun dengan mempedomani RKP dan RKPD
Provinsi Maluku Utara. Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem
penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Gambaran atau ilustrasi hubungan
RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan di halaman berikut.

20 TAHUNAN 5 TAHUNAN : TAHUNAN —
RTRW RENSTRA "™ REnTA ™™ RKA RINCIAN
NASIONAL K/ KL > KL > APBN 5
A A o] g
= : =) c
g A o
C | :
RPJD PEDOMAN D]JABP.\RKAN PEDOMAN ;
NASIONAL —* RPIMN ———» RKP ——» RAPBN ——» APBN =
DIPERHATIKANi 4 z =
RKPD Proy |  25%
Maluku Utara 2 E é
DIPERHATIKA!
RP}D PEDOMAN R\iMD [)I.Ir\H/‘\RKr’\N X PEDOMAN
Kab. HALTIM Kab. HALTIM  ~ RKPD +RAERE " B g
52
RTRW RENSTRA PEDOAY RENJA "™ RKA RINCIAN T3
Kab. HALTIM SKPD " SKPD > SKPD > APBD =
E SPPN- Corq UUKN——»

Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026 dimaksudkan untuk
menjabarkan RPJMD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2025-2029 yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun untuk pelaksanaan tahun 2026, yang
diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Nasional tahun 2026
serta RKPD Provinsi Maluku Utara dan Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2025.
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Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026, yaitu:

1) Menyediakan pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;

2) Menyediakan pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Nasional dan
Provinsi dengan Kabupaten Halmahera Timur;

3) Menyediakan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum (KUA)
APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Halmahera Timur;

4) Menyediakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan
daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi
program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.

1.3. SISTIMATIKA PENULISAN

RKPD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026 disusun dengan sistimatika sebagai
berikut:

Bab 1l Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan RKPD dengan
dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistimatika
dokumen.

Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek
geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum,
dan aspek daya saing; Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yang menguraikan
tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJIMD
dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan; serta gambaran pencapaian
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan permasalahan-permasalahan
pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Timur, yang berkaitan dengan prioritas
daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera
Timur.

Bab I11 Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-
sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam

pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatandaerah, belanja daerah dan
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pembiayaan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan prioritas
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasipelaksanaan
RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi
isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menyajikan penetapan indikator kinerja untuk memberi panduan
dalam pencapaian kinerja tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bab VII Penutup

Bab ini menguraikan tentang pedoman umum pelaksanaan RKPD.

\
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BAB

GAMBARAN UMum KonbDIsI DAERAH

2.1.
2.1.1.

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Halmahera Timur terletak di bagian Timur wilayah Provinsi
Maluku Utara dengan letak geografis antara 0°40°-1°4° LU (Lintang Utara) dan 126°
45°-129°30° BT (Bujur Timur).

Kabupaten Halmahera Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor
1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan
Kota Tidore Kepulauan. Sebagaimana pertimbangan dalam Undang-undang Nomor
1 Tahun 2003, pembentukan Kabupaten Halmahera Timur dimaksudkan untuk
memacu kemajuan Provinsi Maluku Utara pada umumnya, dan Kabupaten
Halmahera Tengah pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam
masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan perkembangan kemampuan
ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah

penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya.

Pembentukan Kabupaten Halmahera Timur secara umum dimaksudkan untuk
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Halmahera Tengah yang mempunyai luas
wilayah + 36.446,36 km2, sehingga dipandang perlu untuk membentuk Kabupaten
Halmahera Timur yang terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Wasile,
Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Selatan, dan Kecamatan Wasile Selatan dengan
luas wilayah keseluruhan + 14.202,02 km2; dan Kota Tidore Kepulauan yang terdiri
atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tidore, Kecamatan Oba Utara, Kecamatan
Oba, Kecamatan Tidore Selatan, dan Kecamatan Tidore Utara dengan luas wilayah
keseluruhan = 13.862,86 km2. Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan
kurang berimbangnya laju pertumbuhan dan persebaran penduduk di berbagai
kecamatan, menyebabkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikianperlu diatasi dengan
-1
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memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom
baru. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan
pembangunan Kawasan Timur Indonesia, dengan memperhatikan aspirasi yang

berkembang di masyarakat.

Aspirasi masyarakat dimaksud tertuang dalam: Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 188.4/04/ DPRD/HT/2001
tanggal 19 Maret 2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Halmahera
Tengah, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara
Nomor 167.02/21/DPRD/MU/2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang Persetujuan
Pemekaran Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Seiring dengan kebutuhan
percepatan pengembangan wilayah, Kabupaten Halmahera Timur yang beribukota di
Maba sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003, pada saat ini secara administratif
telah berkembang dan terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Kota Maba, Maba, Maba
Selatan, Maba Tengah, Maba Utara, Wasile, Wasile Selatan, Wasile Timur, Wasile

Tengah, Wasile Utara.

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur secara keseluruhan adalah
14.202,02 km2, dengan luas lautan mencapai 7.695,82 Km2 (54,15%) dan daratan
seluas 6.506,19 km2. (45,85%). Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebagai
kabupaten dengan luas daratan terluas kedua di Provinsi Maluku Utara, atau 20,53%
dari total luas daratan Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2024-2043, terdapat perubahan luas wilayah darat dari penetapan sebelumnya,
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2018 tentang
Penetapan Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten
Halmahera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 tentang
Penetapan Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kota Tidore
Kepulauan. Selain kedua Permendagri di atas, perubahan luas wilayah darat terjadi
sesuai dengan hasil Tim Tapal Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur pada tahun
2018.

Kabupaten Halmahera Timur secara administratif memiliki batas-batas
wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara :Teluk Kao
Sebelah Timur:Laut Halmahera dan Samudera Pasifik

-2
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Sebelah Selatan :Kabupaten Halmahera Tengah

Sebelah Barat :Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan.

Kabupaten

Halmahera Timur

beribukota di Maba. Secara administratif

Kabupaten Halmahera Timur saat terdiri dari 10 Kecamatan dan 102 desa.

Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Maba Utara, Wasile Selatan, dan Kota

Maba, sedangkan kecamatan dengan luasan wilayah terkecil adalah Wasile. Luas

wilayah Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Kecamatan sebagaimana tersaji

dalam Tabel 2.1, serta Jumlah desa dan nama desa menurut Kecamatan sebagaimana

tersaji dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur

No Kecamatan Luas (Km2) Proporsi (%0)
1 Kota Maba 952,91 14,62
2 Maba 434,89 6,67
3 Maba Selatan 503,77 7,73
4 Maba Tengah 651,92 10,01
5 Maba Utara 1.118,73 17,17
6 Wasile 253,39 3,89
7 Wasile Selatan 1.078,41 16,55
8 Wasile Timur 431,05 6,62
9 Wasile Tengah 490,16 7,52
10 Wasile Utara 600,51 9,22
Luas Wilayah Darat 6.506,19 45,85
Luas Wilayah Laut 7.695,82 54,15
Total 14.202,02 100,0

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Tabel 2. 2 Jumlah Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur

No Kecamatan

Jumlah Desa

Nama Desa

1 Kota Maba

6

Maba Sangaji (ibu kota kecamatan), Soa Gimalaha,
Wailukum, Soa Sangaji, SoalLaipoh, Tewil

2 Maba

10

Buli (ibu kota kecamatan), Buli Asal, Buli Karya,
Wayafly, Sailal, Geltoli, Pekaulang, Teluk Buli

3 Maba Selatan

9

Bicoli (ibu kota kecamatan), Waci, Peteley, Loleolamo,
Gotowasi, Kasuba, Momole, Sil, Sowoli

4 Maba Tengah

12

Wayamli (ibu kota kecamatan), Beringin Lamo, Miaf,
Bangul, Marasipno, Dorolamo, Maratana, Bebsili,
Yawanli, Gaifoli, Babasaram

5 Maba Utara

10

Dorosagu (ibu kota kecamatan), Sosolat, Patlean, Lolasita,
Wasileo, Pumlanga, Jara-jara, Doromoi, Lili

6 Wasile

Subaim (ibu kota kecamatan), Cemara Jaya, Bumi Restu,
Batu Raja, Makar Sari, Gulapapo, Waisuba,

7 Wasile Selatan

24

Nusa Jaya (ibu kota kecamatan), Nanas, Bukutio, Fayaul,
Wasile, Saramaake, Tanure, Loleba, Yawal, Saolat, Jiko
Moi, Waijoi, Minamin, Ekor, Ekorino, Ino Jaya, Binagara,
Ake Jawi, Tabanalou, Tomares, Pintatu, Talaga Jaya,
Sondo-Sondo, Nusa Ambu

8 Wasile Timur

Dodaga (ibu kota kecamatan), Dakaino, Ake Daga,
Toboino, Tutuling Jaya, Woka Jaya, Rawamangun,
Sidomulyo

9  Wasile tengah

Lolobata (ibukota kecamatan), Hate Tabako, Puao, Foly,
Nyaolako, Bokimaake, Silalayang, kakaraino
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No Kecamatan Jumlah Desa Nama Desa
. Labi-Labi (ibu kota kecamatan) lIga, Tatam, Majiko
10 Wasile Utara 8 Tongone, Marimoi, Bololo, Helitator, Dowongi Jaya
Total 102

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Adapun peta administrasi Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana

tersajidalam gambar berikut.

Kabipatan Hisanars Tinur

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)

2.1.2. Posisi Geostrategis dan Kondisi Kawasan

Kabupaten Halmahera Timur terletak pada posisi perbatasan negara
Indonesiadengan perairan internasional, yakni terhadap Laut Pasifik (Negara Palau)
dan padaperairan yang relatif tidak jauh dengan perairan negara Filipina. Pada posisi
demikian yang merupakan perbatasan laut dengan Negara lain maka sistem
pertahanan dan keamanan di wilayah Kabupaten Halmahera Timur harus mendapat
perhatian tersendiri karena menjadi gerbang perbatasan internasional. Dalam konteks
ini berbagai risiko penyusupan atau infiltrasi, aktifitas illegal fishing, bajak laut dan
sebagainya merupakan ancamany yang nyata bagi wilayah KabupatenHalmahera

\ Timur, mengingat posisinya yang berhadapan langsung dengan laut bebas

\ Internasional.
BAB 2>
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Adapun di bagian sisi Timur wilayah Kabupaten Halmahera Timur, dilalui
ALKI I (Alur Laut Kepulauan Indonesia I11), yang merupakan jalur lintasanutama
pelayaran Internasional dari Pasifik melewati Indonesia. Sebagaimana ilustrasi pada
gambar di halaman berikut, berada pada ALKI I1l, maka wilayah Halmahera Timur
khususnya di kawasan perairannya menjadi suatu kawasan lintasan Internasional

yang memerlukan perhatian ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan nasional.

Gambar 2. 2 Posisi Geostrategis Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur, 2025)

Dari total desa sebanyak 102, sebanyak 78 desa atau 76,5 persen diantaranya
desa merupakan desa pesisir, dan 23,5 persen sisanya merupakan desa-desa yang
terletak di daerah pedalaman/pegunungan/ terpencil yang tersebar di hampir semua
Kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 3 Desa Pesisir dan Bukan Pesisir
Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur

No Kecamatan Pesisir Bukan Pesisir
1 Kota Maba 6 6 100 - -
2 Maba 10 9 90,0 1 10,0
3 Maba Selatan 9 9 100 - -
4 Maba Tengah 12 7 58,3 5 41,7
5 Maba Utara 10 10 100 - -
6 Wasile 7 2 28,6 5 714
7 Wasile Selatan 24 15 62,5 9 37,5
8 Wasile Timur 8 6 75,0 2 25,0

11-5
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No Kecamatan Pesisir Bukan Pesisir

9 Wasile Tengah 8 6 75,0 2 25,0

10  Wasile Utara 8 8 100 - -
Jumlah 102 78 76,5 24 235

Sumber: RPJMD Kab. Halmahera Timur 2021-2025

Sebagian besar wilayah Kabupaten Halmahera Timur menempati salah satu

bagian dari pulau terbesar di Maluku Utara yaitu Pulau Halmahera. Kabupaten

Halmahera Timur berkarakter kepulauan dengan garis pantai sepanjang 499,46 Km,

juga memiliki 41 pulau besar dan kecil. Tabel berikut menyajikan jumlah pulau, nama

pulau dan luas pulau menurut kecamatan.

Tabel 2. 4 Pulau-Pulau Kecil Menurut Kecamatan

Kabupaten Halmahera Timur

N

af

No Kecamatan Nama Pulau Titik Koordinat
Pulau Baiboko 00°46'52.38" U 128°20'58.8
Pulau Bangul Besar 00°47'31.43" U 128°17'37.3
Pulau Bangul Kecil 00°47'30.63" U 128°17'38.0
Pulau Belingsili Besar 00°47'58.99" U 128°17'44.0
Pulau Belingsili Kecil 00°48'39.24" U 128°17'47.7
Pulau Gifow 00°47'20.86" U 128°19'11.5
Pulau Mabuli 00°48'04.00" U 128°15'04.0
Pulau Misluwi Besar 00°48'20.00" U 128°16'28.9
1 Kota Maba Pulau Misluwi Kecil 00°48'37.00" U 128°16'17.0
Pulau Mlowos 00°46'40.00" U 128°17'53.9
Pulau Mobon 00°42'23.00" U 128°18'06.9
Pulau Mow 00°47'33.00" U 128°12'34.9
Pulau Pakal 00°47'15.00" U 128°20'08.9
Pulau Parapara 00°50'18.72" U 128°26'31.2
Pulau Sloton 00°47'58.60" U 128°30'34.9
Pulau To 00°45'41.00" U 128°19'39.0
Pulau Akesalaka 01°01'30.00" U 127°57'07.9
Pulau Bokinibob 00°48'21.26" U 127°46'50.7
Pulau Burung 01°00'26.22" U 127°56'06.0
Pulau Kuso 00°52'29.30" U 127°42'02.3
) Wasile Selatan Pulau Lambie 00°52'49.00" U 127°41'43.0
Pulau Lambu 00°52'46.38" U 127°41'40.3
Pulau Roni 00°59'33.00" U 127°55'45.0
Pulau Tamotamo 00°52'52.01" U 127°41'27.3
Pulau Tanjopende 00°52'28.99" U 127°42'09.0
Pulau Timlonga 01°00'19.15" U 127°55'54.7
Pulau Bonnyos 00°35'30.99" U 128°31'22.0
Pulau Cef 00°33'49.00" U 128°37'32.0
Pulau England 00°34'07.00" U 128°39'11.0
Pulau Lewi 00°43'54.99" U 128°33'02.9
3 Maba Selatan Pulau Mia 00°39'56.99" U 128°28'30.0
Pulau Oto 00°37'41.99" U 128°38'25.0
Pulau Plum 00°42'38.99" U 128°31'18.0
Pulau Sai 00°45'28.34" U 128°29'48.0
Pulau Seal 00°33'23.00" U 128°39'15.0
_ Pulau Wor 00°37'59.00" U 128°31'50.0
>> 4 Maba Pulau Batuso 00°49'20.39" U 128°19'10.7
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No Kecamatan Nama Pulau Titik Koordinat
Pulau Gee 00°49'59.00" U 128°19'32.0
Pulau So 00°49'22.18" U 128°19'11.0

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian Dan

Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau.

2.1.3. Topografi Wilayah

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Halmahera Timur cukup beragam,

mulaiwilayah yang relatif datar, landai, bergelombang, curam hingga sangat curam

dalamrentang ketinggian antara O s/d >1.000 meter di atas permukaan air laut (dpl).

Dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur, lebih dari 75 persen berada di

wilayah yang relatif datar pada ketinggian antara 0 s/d 100 meter dpl, dan hanya 0,6

persen yang berada di ketinggi >1.000 meter dpl.

Secara rinci, untuk rentang ketinggian antara 0-300 meter dpl tersebar di

seluruh kecamatan; untuk rentang ketinggian antara 0-1.000 meter dpl berada pada

sembilan Kecamatan, dimana Kecamatan Maba Selatan wilayahnya hanya berada

pada ketinggian 0-300 meter dpl. Dibandingkan terhadap total wilayah masing-

masing kecamatan, Maba Selatan merupakan kecamatan wilayah dengan proporsi

luasan wilayah terbesar pada ketinggian 0-100 meter dpl, yaitu 99,11 persen.

Sedangkan jika dibandingkan terhadap total luas wilayah Kabupaten Halmahera

Timur, Wasile Selatan adalah kecamatan dengan dengan proporsi luasan wilayah

terbesar pada ketinggian 0-100 meter dpl, yaitu 16,55 persen dari 75,46 persen

wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang terletak pada kelas ketinggian 0-100

meter dpl. Tabel berikut menyajikan luas wilayah berdasarkan kelas ketinggian

menurut kecamatan.

Tabel 2. 5 Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Ketinggian

Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur

Luas Wilayah (Ha) Menurut Kelas Ketinggian (mdpl)

Mo NG 0-100  100-200 200-300 300-400 400-500 500-1.000 > 1.000
1 Kota Maba 78,9869 59437 43549 29525 15552 334.2 )
2 Maba 26,387,1 43070 308027 13,1167 27357 20226 937.5
3 Maba Selatan 48,988,3 392.5 46.3 - - - -
4 Maba Tengah 51,7012 58640 43,3363 19837  969.1 327.9 0.7
5 Maba Utara 77,3654 1373815 10,8821 64420  3,279.7 499.9 0.2
6 Wasile 17,2902 22776 22983 14480  952.9 575.7 490.0
7 Wasile Selatan  81,083.9 7,9552 54311 4,180.5 31592  3,560.3 2,358.7
8 Wasile Timur _ 28566.3 49226 51330 34002  919.9 159.6 -
9 Wasile Tengah 31,1751 4,8655 49018 35051 25445  1910.6 107.4
10 Wasile Utara 482900 3,767.9 13,3438 25005 16121 518.6 -
Total 4144590 53,6775 83,5303 29,5292 17,7283  9,909.4 3,894.5

\ Persentase

P
N

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025
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Peta topografi wilayah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji

dalam gambar berikut.
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Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)

Ditinjau dari kemiringan lerengnya, wilayah Kabupaten Halmahera Timur
didominasi oleh kemiringan curam dan sangat curam yakni 25-40% dengan luasan
mencapai 159.059,95 Hektar (24,57%) dan > 40% seluas 154.025,51 Hektar
(23,79%) yang cenderung lebih cocok diperuntukkan sebagai kawasan lindungseperti
hutan. Selanjutnya untuk kemiringan bergelombang yakni 15-25% dengan luasan
mencapai 130.159,54 Hektar (20,11%) yang kecenderungannya cocok untuk
peruntukan perkebunan, permukiman terbatas, dan kawasan hutan produksi.
Sementara sisanya merupakan wilayah dengan kelerengan dibawah 15% yang lebih
cocok untuk pengembangan area terbangun, seperti permukiman, budidaya
persawahan atau perkebunan. Tingginya persentase luas tanah yang termasuk dalam
klasifikasi curam di Kabupaten Halmahera Timur menyebabkan persentase wilayah
yang dapat digunakan sebagai lahan produktif terutama untuk pertanian menjadi
relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur itu
sendiri. Wilayah kecamatan dengan kondisi kemiringan datar dan landai yaitu antara
0-15% terluas terdapat pada Kecamatan Wasile Selatan dengan luasan mencapai

32.316,70 Hektar (15,83%), Kemudian Kecamatan Kota Maba dengan luasan
\ mencapai 30.159,45 Hektar (14,78%). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada

11-8
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Tabel 2. 6 Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Kemiringan Lahan
Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur
Luas Wilayah (Ha) Menurut Kelas Kemiringan Lahan

No Kecamatan 0-8% 8-15% 15-25% 25-40% >40%
1 Kota Maba 17.351,09 1280836 1919240 2276163  21.744,10
2 Maba 522276 430505 696646  11.21656 1552156
3 Maba Selatan 1052721 1074046 1271546 1066431  4.489,25
4 Maba Tengah 12001,97 791921 1105381 1599496  18.02461
5 Maba Utara 13547,71 1394748 1954527 2688523 3766253
6 Wasile 810307 277117 368596 493353  5.792,26
7 Wasile Selatan 1538941  16927,29 2698221 3041760 1757365
8  Wasile Timur 90.129,75 425527 732829 1118248 1117918
9 Wasile Tengah 086347 865909 1038564  11.217,23  8.801,10
10 Wasile Utara 045693  11.097,30 1230404 1378641  13.217,26
Total 11068337 9343069  130.15954  150.059,95 154.02551
Persentase 17,10 14,43 20,11 24,57 23,79

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Peta kelerengan lahan Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji
dalamgambar berikut.
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Gambar 2. 4 Peta Kelerengan Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)
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2.1.4. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Wilayah Kabupaten Halmahera Timur berada pada Mendala Fisiografi
Halmahera Timur, yang bagian terbesarnya berupa pegunungan berlereng curam
dengan torehan sungai yang dalam dan sebagian bermorfologi karst. Morfologi
pegunungan berlereng curam cerminan batuan ultra basa, batuan sedimen dan batuan
gunung api Oligo-Miosen dan yang lebih tua. Morfologi karst terdapat pada daerah
batuan gamping, baik yang berumur Paleosen-Eosen, Oligo-Miosen maupunMiosen-
Paleosen. Batuan sedimen Miosen-Pliosen membentuk morfologi dengan perbukitan
yang relatif lebih rendah dan lerengnya lebih landai daripada batuan yang lebih tua.
Mendala Halmahera Timur berupa jalur tektonik yang kuat, berbatuan sedimen
Neogen, perlipatan kuat dan persesaran terdapat pada jalur ini. Mendala geologi
Halmahera Timur terutama dibentuk oleh satuan batuan ultra basa yang sebarannya
cukup luas dan batuan sedimen berumur Kapur (Kd) serta berumur Peleosen-Eosen
(Tped, Tpec, dan Tpel) diendapkan tak selaras di atas batuan ultra basa. Secara rinci,
geologi wilayah Kabupaten Halmahera Timur tersusu oleh batuan sebagai berikut:

1) Batuan Sedimen

= Formasi Dodaga (Kd): perselingan batu lanau serpih, batupasir, napal dan
batugamping.

= Formasi Dorosagu (Tped): perselingan antara batupasir, batu lanau, batulempung,
serpih, konglomerat, dan batugamping, sangat kompak, berlapisan sangat baik.

= Formasi Tutuli (Tomt): batugamping, bersisipan napal dan batupasir.

= Formasi Weda (Tmpw): batupasir berselingan dengan batulempung, batu lanau,
napal, batugamping dan konglomerat.

= Formasi Tingteng (Tmpt): batugamping dengan sisipan batupasir gampingan dan
napal.

= Batugamping Terumbu (QI): batugamping terumbu berwarna putih keabuan,
setempat mengandung cangkang moluska, sisipan napal dan batugamping
pasiran, terbentuk di lingkungan neritik dan litoral.

= Satuan Konglomerat (Tpec); tersusun oleh batuan Konglomerat sisipanbatupasir,
Batulempung dan batubara. Konglomerat (Tmpc): berkomponen batuan

Ultrabasa, Basal, Rijang, Diorit dan Batu Sabak.
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2)

3)

4)
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Endapan Permukaan

Aluvium (Qa/t): kerikil, pasir, lumpur dan bongkah andesit dan basal, yang di
lengan timur laut mengandung komponen batuan ultrabasa, diendapkan dalam
lingkungan sungai, delta dan rawa; yang di sebelah selatan Tanjung Gurua

terdapat endapan undak yang diduga dari kipas aluvium.

Batuan Gunung api

Formasi Bacan (Tomb): breksi dan lava. Breksi berkomponen andesit dan basal,
setempat juga batugamping.

Formasi Kayasa (Qpk): batuan gunungapi terdiri dari lava dan breksi.

Batuan Beku

Komplek Batuan Ultrabasa (Ub): batuan ultrabasa, gabro, basal dan diabas.
Gabro (Gb): kelabu muda, berkristal kasar, pejal sebagian terbreksikan.

Diorit (Di): diorit putih keabuan, porfiritik, fenokris amfibol terletak di dalam
masa dasar mikrolit plagioklas. Mikrodiorit kelabu muda mengandung sedikit

mineral amfibol.

Gambaran selengkapnya mengenai jenis batuan serta proporsi luasan

sebarannya terhadap total luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Batuan Kabupaten Halmahera Timur

Simbol, Luas dan Proporsi Luasan

MY N e Simbol Luas (Ha)  Proporsi (%)
1 Dodaga Formation Kd 3.455,10 0,53
2 Dorosagu Formation Tped 56.399,90 8,68
3 Tingteng Formation Tmpt 34.902,38 5,37
4  Tutuli Formation Tomt 17.963,65 2,76
5 Weda Formation Tmpw 158.704,32 24,42
6 Raised Coral Reef Ql1 56.146,56 8,64
7 Conglomerate Tpec 2.655,46 0,41
8 Conglomerate Tmpc 830,45 0,13
9 Terrace Deposits Qt 3544,48 0,55

10 Alluvium Qa 81.322,42 12,51

11 Bacan Formation Tomb 40.698,52 6,26

12 Kayasa Formation Qpk 11.036,88 1,70

13 Ultrabasic Complex Ub 176.673,09 27,18

14 Gabbro Gb 5.610,99 0,86

15 Diorite Di 1.556,61 0,24

Jumlah 649.944,20 100,0

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Peta geologi wilayah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam

gambar di halaman berikut.
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PEMERINTAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
WATER TEXMIS REVIS| RTRIV
(PATEN HALUOHERA TIMUR TAKUN 202)-204)

PETA GEOLOGI

KETERANGAN
BUKOTA
G ko

ngetah
BUPAT) HALMAKERA TIMUR

Drs. MI. UBAID YAKUS, MPA

Gambar 2. 5 Peta Geologi Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)
Berdasarkan Peta Tanah Tinjau Pulau Halmahera berskala 1:250.000 dari
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan, Kementerian
Pertanian, tahun 2016, terdapat 9 (sembilan) jenis tanah di Kabupaten Halmahera

Timur dengan rincian sebagai berikut:

1) Aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang biasanya
terbawa aliran sungai. Biasanya tanah ini ditemukan dibagianhilir atau daerah
rendah, untuk warna tanah ini coklat hingga kelabu.Untuk jenis tanah ini hanya
terdapat di wilayah Kecamatan Wasile Selatan.

2) Gleisol Tanah mempunyai ciri hidromorfik sampai kedalaman 50 cm dari
permukaan; mempunyai horison A okrik, umbrik, histik dan B kambik, sulfurik,
kalsik atau gipsik. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Kota Maba, Maba
Selatan, Maba Tengah Maba Utara, Wasile, Wasile Selatan, Wasile Timur dan
Kecamatan Wasile Tengah.

3) Kambisol merupakan tanah yang mempunyai horison B kambik dan horison A
umbrik atau molik, tidak terdapat gejala hidromorfik. Untukjenis tanah ini
terdapat di seluruh Kecamatan.

4) Mediteran merupakan tanah yang mempunyai horison argilik dengan kejenuhan
basa > 50% dan tidak mempunyai horison albik. Jenis tanah ini terdapat di seluruh

11-12
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Kecamatan.

5) Molisol merupakan tanah memiliki horison penciri A molik, B kambik danKB >
50% di seluruh penampang. Jenis tanah ini terdapat di seluruhKecamatan.

6) Oksisol merupakan tanah mempunyai horison B oksik, atau kandik (KTK liat <16
cmol(+)/kg). Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Kota Maba, Maba, Maba
Tengah, Wasile, Wasile Selatan, Wasile Timur dan Wasile Tengah.

7) Podsolik merupakan tanah mempunyai horison B argilik, atau kandik, KB <
50% pada beberapa bagian horison B di dalam kedalaman 125 cm dari permukaan
dan tidak mempunyai horison albik yang berbatasan langsung dengan horison
argilik atau fragipan. Jenis tanah ini hanya terdapat di Kecamatan Wasile Selatan.

8) Regosol merupakan tanah bertekstur kasar (pasir, pasir berlempung), mempunyai
horison A okrik, umbrik atau histik, ketebalan > 25 cm. Jenis tanah ini terdapat
di seluruh Kecamatan.

9) Renzina merupakan tanah dangkal mempunyai A molik, ketebalan 18-25 cm dan
di bawahnya langsung batu kapur. Jenis tanah ini hanya terdapat diKecamatan

Maba Selatan dan Kecamatan Wasile Timur.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah di Kabupaten Halmahera Timur
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Tanah
Kabupaten Halmahera Timur

Luas dan Proporsi Luasan

No Kecamatan Luas (Ha) Proporsi (%)
1 Aluvial 183,11 0,03
2 Gleisol 18.025,96 2,78
3 Kambisol 412.880,89 63,67
4 Mediteran 62.343,58 9,61
5 Molisol 95.377,92 14,71
6 Oksisol 42.893,20 6,61
7 Podsolik 708,93 0,11
8 Regosol 13.785,31 2,13
9 Renzina 2.243,24 0,35

Jumlah 648.442,14 100,0

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Peta jenis tanah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam

gambar di halaman berikut.
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PETA JENIS TANAH

Gambar 2. 6 Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)

2.1.5. Kondisi Hidrologi

Sumber air di Kabupaten Halmahera Timur berupa air permukaan (sungai)
yang tersebar pada hampir seluruh bagian wilayahnya, embung dan air tanah (mata
air). Sungai di Halmahera Timur sejauh ini sebagian besar pemanfaatannya untuk
kebutuhan pengairan pada lahan pertanian, karena telah di bangun beberapa
bendungan, sedangkan mata air sebagai sumber air bersih untuk kehidupan sehari-
hari masyarakat. Kondisi hidrologi di Kabupaten Halmahera Timur dapat diuraikan

sebagai berikut.

Daerah Aliran Sungai, Sungai-sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten

Halmahera Timur masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Halmahera Selatan dengan

wilayah administrasi yang berada dalam WS Halmahera Selatan meliputi 3 (tiga)

kabupaten dan 2 (dua) kota yaitu: (1) Kabupaten Halmahera Selatan, (2) Kabupaten

Halmahera Timur, (3) Kabupaten Halmahera Tengah, (4) Kota Tidore Kepulauan,

(5) Kota Ternate (Pulau Moti). Kabupaten Halmahera Timur merupakan wilayah di

Provinsi Maluku Utara yang mendominasi WS Halmahera Selatan dengan persentase

sebesar (41,88%) dari total luas wilayah sungai. Jumlah DAS yangmelintasi wilayah

‘ Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari 50 DAS, dengan luasan sebesar 651.500,83
\> Hektar. DAS Kabupaten Halmahera Timur merupakan DAS terluas dari 5

11-14




RKPD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2026 %,

kabupaten/kota pada Wilayah Sungai (WS) Halmahera Selatan sebesar 40,81% dari
total keseluruhan luas DAS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di halaman
berikut.

Tabel 2. 9 Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Halmahera Timur

Luas Luas

No Nama DAS (Ha) Persentase No Nama DAS (Ha) Persentase
1 DAS Air Gelagela  33.613,72 5,16% 26 DAS Pekaulang 8.001,16 1,23%
2 DAS Air Tutuli 39.526,61 6,07% 27 DAS Paruama 18.329,94 2,81%
3 DAS Bukumatiti 3.264,08 0,50% 28 DAS Pintatu 3.385,80 0,52%
4  DAS Buli Sarani 3.755,69 0,58% 29 DAS Sadea 1.339,71 0,21%
5 DAS Bicaoli 8.658,43 1,33% 30 DAS Sangaji 87.588,89 13,44%
6 DAS Bobaneigo 2.841,38 0,44% 31 DAS Saolat 8.919,15 1,37%
7 DAS Dole 0,07 0,00% 32 DAS Selaka 9.506,90 1,46%
8 DAS Ekor 4.248,35 0,65% 33 DAS Sool 8.660,77 1,33%
9 DAS Gagaeli 20.409,50 3,13% 34 DAS Sil 10.757,88 1,65%
10 DAS Gau 7.828,29 1,20% 35 DAS Soalaipoh 4.821,15 0,74%
11 DAS Gotowasi 5.168,68 0,79% 36 DAS Tatam 7.834,29 1,20%
12 DAS Gowonli 1.068,13 0,16% 37 DAS Teue 19,00 1,29%
13 DAS Ifis 14.135,43 2,17% 38 DAS Titilegan 8.421,18 1,29%
14 DASIga 4.254,72 0,65% 39 DAS Tolawi 19.253,22 2,96%
15 DAS Inggelang 521,21 0,08% 40 DAS Waleh 309,02 0,05%
16 DAS Keloggiso 13.315,83 2,04% 41 DAS Waisango 8.727,99 1,34%
17 DAS Kobe 26.381,35 4,05% 42 DAS Waci 24.881,99 3,82%
18 DAS Kolamo 880,79 0,14% 43 DAS Woya 7.896,45 1,21%
19 DAS Labi-Labi 6.021,07 0,92% 44 DAS Walal 15.003,64 2,30%
20 a':;tsi n’?ke'amo 86.71584 1331% 45 DAS Watan 283457  0,44%
21 DAS Lili 14.125,40 2,17% 46 DAS Wayamli 4.497,89 0,69%
22 DAS Lolobata 9.794,20 1,50% 47 DAS Watmetaos 1.288,40 0,20%
23 DAS Mabulan 13.356,17 2,05% 48 DAS Wor 208,09 0,03%
24 DAS Niniwi 9.885,04 1,52% 49 DAS Wotu 119,39 0,02%
25 DAS Onat 55.348,48 8,50% 50 DAS Yawanli 3.775,90 0,58%

Total 651.500,83  100,0%

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

¥

-

N

Di Kabupaten Halmahera Timur juga terdapat 5 (lima) DAS prioritas, yaitu
Kompleks DAS Subaim sampai DAS Tutuling, DAS Onat, DAS Ake Sangaji, DAS
Waci dan DAS Akelamo yang mencakup areal seluas 314.915,37 Ha. Gambaran
luasan dan proporsi luasan dari masing-masing DAS selengkapnya dapat dilihat pada
tabel di halaman berikut.

Tabel 2. 10 Daerah Aliran Sungai Prioritas Di Kabupaten Halmahera Timur
Luas dan Proporsi Luasan

No Kecamatan Luas (Ha) Proporsi (%)

1  Kompleks DAS Subaim sampai DAS Tutuli 60.380,17 19,17

2  DAS Ake Onat 55.348,48 17,58

3  DAS Ake Sangaji 87.588,89 27,81

4 DAS Ake Waci 24.881,99 7,9

5  DAS Ake Lamo Haltim 86.715,84 27,54
Jumlah 314.915,37 100,0

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025
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Sungai-sungai berikut cabang-cabang dan anak-anak cabangnya memiliki
tingkat kerapatan yang tinggi dan secara merata melingkupi seluruh wilayah. Potensi
aliran air yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan manfaat, tetapi kondisi
topografi dengan kemiringan permukaan lahan yang terjal dan kerusakan lingkungan
membuat air hujan tidak bertahan, menimbulkan fluktuasi debit aliran yang tidak
menguntungkan. Pada musim penghujan aliran air berlimpah namun hanya
berlangsung dalam waktu relatif pendek sehingga daya gunanya kecil, di sisi lain
dapat menimbulkan bahaya banjir terutama di daerah-daerah hilir. Pada musim
kemarau aliran sangat kecil, bahkan kering. Secara lengkap, peta DAS Kabupaten
Halmahera Timur tersaji pada gambar berikut.

PEMERINTAM KABUPATEN HALWMANERA TINUR

MATER! TERNIS REVES) R TRV
KAMIDATEN HALMANERA TIMIIR TN 50252043

PETA DAS

BUPATI HALMAHERA TIMUR

Dre. Hi. UBAID YAKUB, MDA

- irievs - o = o

Gambar 2. 7 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)

Sungai, Mata Air, Embung, Potensi sumber daya air di Halmahera Timur
juga tersedia berupa Mata Air, Sungai, Embung. Berdasarkan data Pusat Sumber
Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Kementerian ESDM, 2018, dijelaskan
bahwa air tanah di Kabupaten Halmahera Timur memiliki produktivitas dari kecil

sampai tinggi dengan keterusan rendah sampai tinggi. Dengan kapasitas sejumlah

\ potensi sumber air tanah dengan akuifer berskala kecil sampai tinggi. Selain itu juga
\ terdapat berbagai mata air dengan debit yang bervariasi antara 0,1 sampai dengan 500
Bn32> liter per detik. Selain empat mata air utama diatas, terdapat pula 21mata air yang
/‘GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11-16
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dijadikan sumber air minum yang telah dibangun sistem jaringan perpipaan berupa
SPAM IKK dan SPAM Pedesaan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel-
tabel berikut.

Tabel 2. 11 Mata Air Potensial Di Kabupaten Halmahera Timur

No Mata Air Debit (Liter/Detik) | Elevasi (mdpl) | Lokasi (Kecamatan)
A | Mata Air Potensial Utama

1 | Ake Sangkole 20 - Wasile

2 | Air Lelewi 0,1 - Wasile

3 | Lolobata 100 - Wasile Tengah
4 | Lolosmani 200 - Kota Maba

B | Mata Air Potensial

1 | Sil 40 95 Maba Selatan
2 | Bicoli 10 27 Maba Selatan
3 | Labi-Labi 10 15 Wasile Utara
4 | Sailapoh <05 25 Kota Maba

5 | Sailapoh Il 5 52 Kota Maba

6 | Bukutio 2 86 Wasile Selatan
7 | Fayaul 3 206 | Wasile Selatan
8 | Tanure Loleba 2 29 Wasile Selatan
9 | Babasaram 1 32 Maba Tengah
10 | Jarajara <1 47 Maba Utara
11 | Lili 1 36 Maba Utara
12 | Gaifoli Marasipno 5 22 Maba Tengah
13 | Miaf 15 31 Maba Tengah
14 | Maratana Jaya 0,5 40 Maba Tengah
15 | Telaga Jaya 2 161 | Wasile Selatan
16 | Pintatu 5 209 | Waile Selatan
17 | Tomares 2 450 Waile Selatan
18 | Tabanalou 300 75 Waile Selatan
19 | Ake Jawi 10 60 Waile Selatan
20 | Waijoi 40 769 | Waile Selatan
21 | Yawal 10 35 Waile Selatan

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Selain mata air, sumber air lainnya adalah sungai yang tersebar di wilayah
Halmahera Timur, yaitu sebanyak 15 sungai yang sebagian besar bermata air di
daerah pegunungan, sedangkan lainnya dari mata air di lereng-lereng yang letaknya
lebih rendah. Selain air hujan, sungai tersebut juga menampung aliran air dari
telaga/embung/sumber-sumber yang banyak terdapat di daerah hulunya. SungaiAke
Sangai merupakan sungai terpanjang yaitu, 60 km yang merupakan aliran sungai
Laiwui. Tabel berikut menyajikan nama-nama sungai di Kabupaten Halmahera

Timur.

Tabel 2. 12 Nama-nama Sungai Di Kabupaten Halmahera Timur

No Nama Mata Air Panjang (Km) Aliran Sungai
1  Ake Pariama 17 Wasile
2  Ake Soalat 15 Wasile

B“&> 3 Ake Subaim 12 Wasile

_
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No Nama Mata Air Panjang (Km) Aliran Sungai
4  Ake Mancalele 8 Wasile
5 Ake Opyang 22 Wasile
6 Ake Tulling 22 Wasile
7  Ake Lolobata 12 Wasile
8  Ake Gagaeli 18 Wasile
9 Ake Pamalanga 42 Maba
10 Ake Onat 45 Maba
11 Ake Gau 10 Maba
12 Ake Sangaji 60 Maba
13 Ake Terwele 23 Maba
14 Ake Waci 28 Maba
15 Ake annas 25 Maba

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025

Sumber air lain yang tersedia adalah keberadaan sejumlah embung. Embung-
embung tersebut terletak di lima sungai besar, yang masing-masing berada pada
wilayah Kecamatan Maba, Maba Tengah, Kota Maba, dan Wasile Tengah. Selain
berfungsi untuk menampung air dan mencegah banjir, embung-embung ini juga dapat
difungsikan sebagai sumber air alternatif untuk irigasi pertanian. Embung- embung
yang ada diperkirakan mampu menampung air hingga total mencapai 360.00 ms3

dengan rincian sebagai berikut:

a) Embung dari sungai Ake Akelamo (volume +£100.000 m3).
b) Embung dari sungai Ake Noe (volume £30.000 m3).

¢) Embung dari sungai Air Onat (volume £80.000 m3).

d) Embung dari sungai Air Sangaji (volume £100.000 m3).
e) Embung dari sungai Ake Waci (volume +£60.000 m3).

f) Embung dari sungai Air Dodaga (volume £50.000 m3).

2.1.6. Klimatologi

Kondisi geografis Kabupaten Halmahera Timur dapat dikategorikan beriklim
tropis dan kondisi alam Kabupaten Halmahera Timur dipengaruhi oleh 2 (dua) musim
yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Gambaran iklim Kabupaten Halmahera

Timur sebagaimana tersaji dalam tabel-tabel berikut.

N

_
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Tabel 2. 13 Suhu dan Kelembaban Udara
Kabupaten Di Halmahera Timur Tahun 2024

No Bulan Suhu Udara (-C) Kelmbaban Udara (%)
Max Min Rerata Max Min Rerata

1 Januari 31 25 27 94 72 85
2  Februari 31 25 27 92 74 84
3  Maret 31 25 27 94 70 86
4 April 31 25 27 94 69 85
5 Mei 31 25 27 95 73 86
6 Juni 31 24 27 95 73 86
7 Juli 31 25 27 94 71 85
8  Agustus 31 25 27 94 69 84
9  September 30 24 27 94 73 86
10  Oktober 31 25 27 92 69 83
11  November 31 25 27 95 76 87
12 Desember 31 25 27 102 73 90
Rerata 31 25 27 95 72 86

Sumber: Halmahera Timur dalam Angka 2025, BPS

Tabel 2. 14 Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Penyinaran Matahari,
Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024

No Bulan Tekanan Kecapatan Penyinaran ~ Curah Hujan  Hari
Udara (mb) Angin (Knot) Matahari (%) (mm) Hujan

1 Januari 1.011,00 4 45 367 26
2 Februari 1.011,90 6 53 149 18
3 Maret 1.012,10 4 57 255 25
4 April 1.012,40 4 55 275 20
5 Mei 1.011,80 3 50 354 23
6 Juni 1.012,40 3 55 327 25
7 Juli 1.012,40 3 52 238 23
8 Agustus 1.012,00 3 46 140 22
9 Septfmbe 1.012,60 3 46 142 20
10 Oktober 1.011,20 3 66 121 14
11 Novfmbe 1.009,90 3 59 161 24
12 Desember 1.010,60 4 51 202 24
Jumlah 2.731 264
Rerata 1.011,70 4 53 228 22

Sumber: Halmahera Timur dalam Angka 2025, BPS
2.1.7. Penutupan Lahan

Penutupan lahan (land cover) adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi
yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan
manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan
produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut. Wilayah Kabupaten
Halmahera didominasi oleh penutupan lahan hutan yang terdiri dari hutan primer
seluas 252.344,61 Hektar dan hutan sekunder seluas 309.341,32 Hektar atau 47,64%
dari total luas wilayah kabupaten. Kemudian peruntukan yang luasnya dibawah
>10% dari total luas wilayah yakni perkebunan seluas 36.113,15 Hektar atau 5,56%
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dan semak belukar seluas 18.187,58 hektar. Sementara sisanya merupakan
peruntukan yang luasnya >1% dari luas wilayah kabupaten. Selanjutnyauntuk lahan
pertanian di Kabupaten Halmahera Timur hingga tahun 2025 yang terdiri dari sawah
seluas 18.187,58 Hektar atau 0,72%, ladang dan tegalan seluas 4.578,94 hektar atau
0,71%. Gambaran penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di berikut.

Tabel 2. 15 Penutupan Lahan Di Kabupaten Halmahera Timur

No  Jenis Tutupan Lahan Luas (Ha) Persentase
1 Hutan Primer 252.344,61 38,86
2 Hutan Sekunder 309.341,32 47,64
3 Hutan Mangrove Primer 2.594,46 0,40
4 Hutan Mangrove

Sekunder 2.374,07 0,37
5 Hutan Rawa Gambut 109,89 0,02
6 Kebun Campuran 6.326,96 0,97
7  Perkebunan 36.113,15 5,56
8 Ladang dan Tegalan 4.578,94 0,71
9 Lahan Terbuka 4.967,48 0,76

10 Padang Rumput 1.031,12 0,16
11 Permukiman 2.557,72 0,39
12 Pertambangan 1.786,87 0,28
13 Rawa 871,09 0,13
14 Sawah 4.652,05 0,72
15 Semak belukar 18.187,58 2,80
16 Tambak 11,25 0,002
17 Tubuh Air 3.652,03 0,56

Total 649.353,31 100,33

Sumber: BPS Kab. Halmahera Timur 2025

Peta penutupan lahan Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji

dalam gambar di halaman berikut.
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Vapuraly PEMEHINTAN KABUPATN HALMA ICRA THAK
hara Farat LAUT HALMANERA ROV MALL A ITARA

MATER) TEKNIS
RENCANA TATA RUANG WILATAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
H TAHUN 2024 - 2042

PETA PENGGUNAAN LAHAN

Gambar 2. 8 Peta Penutupan Lahan Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)

2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Halmahera Timur dapat

dijelaskan dari sejumlah perspektif sebagai berikut.

Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi kawasan strategis dari sudut
kepentingan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya serta fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup. Kawasan strategis Kabupaten Halmahera Timur dalam

mewujudkan pola ruang terdiri atas:

1) kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:

a) Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Desa WailukumKec.
Kota Maba;

b) Kawasan Simpul Ekonomi Kabupaten yang terdapat di Kota Maba
Kecamatan Kota Maba, Buli Kecamatan Maba, Subaim Kecamatan Wasile,

dan Nusa Jaya Kecamatan Wasile selatan;

¢) Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan dan Perkebunan terdiri atas:

‘ . Kawasan tanaman pangan terdapat di Kawasan transmigrasiPatlean
\ Kecamatan

y>> " Kawasan tanaman hortikultura dan kelapa sawit terdapat diKecamatan
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Maba Selatan;
Kawasan sawah tadah hujan terdapat di Kawasan transmigrasiMaba

kecamatan Kota Maba.

d) Kawasan Pengembangan Perikanan, terdiri atas:

Kawasan Perikanan tangkap dan budidaya laut terdapat di Kecamatan
Maba Selatan

Kawasan perikanan tangkap dan sumberdaya kelautan dengan
komoditas seperti cumi dan ubur-ubur yang terdapat di Nusa Jaya

Kecamatan Wasile Selatan

e) Kawasan pembangunan industri nikel yang terdapat di Kecamatan Kota
Maba, Maba dan Wasile Selatan

f) Kawasan Pengembangan Pariwisata terdiri atas:

Kawasan wisata bahari, terdapat di Jara-jara
Kawasan wisata bahari dan konservasi laut terdapat di Teluk Buli

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya

yaituKawasan seni dan suku asli Halmahera Timur

Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkunganhidup terdapat di Taman Nasional Lolobata dan Aketajawe.

Peta kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Halmahera Timur

sebagaimanatersaji pada gambar berikut.
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PENYUSUNAN RTRW
KABUPATEN MALMANIRA TIMUR
TAMUN 2010 - 2029

Gambar 2. 9 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Halmahera Timur
(Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur 2025)

Kawasan Strategis Provinsi, adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi
terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Provinsi Maluku Utara yang
merupakan provinsi kepulauan juga dibagi atas beberapa kawasan pengembangan
sebagai kawasan strategis. Kabupaten Halmahera Timur dalam Kawasan strategis
Provinsi Maluku Utara sebagaimana dalam RTRW Provinsi Maluku Utara 2013 —
2033, Terdiri dari:

1) Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil yaitu Halmahera Timur, Halmahera Tengah
dan Pulau Jiuw diarahkan pada pengembangan Pariwisata danHankam;

2) Kawasan Strategis Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Halmahera Timur
diarahkan pengembangannya pada sektor pertanian tanaman pangan guna

mendukung ketahanan pangan nasional dan provinsi.

Kawasan Strategis Nasional, merupakan wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Nasional
terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kabupaten Halmahera Timur
dalam lingkup Kawasan Strategis Nasional termasuk dalam Kawasan Strategis
Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat. Kawasan Perbatasan

Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut
11-23

NN J/7

RKPD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2026 %,



dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada
di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah
Indonesia di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat dengan Negara Palau,
dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
Cakupan wilayah di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara meliputi; 6
(enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Wasile Utara, Kecamatan Maba Utara,
Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Kota dan Kecamatan
Maba Selatan. Nilai Strategis Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara

dan Provinsi Papua Barat antara lain:

1) Posisi strategis perbatasan Negara Malut-Papua Barat dengan Republik Palau
yang merupakan destinasi internasional wisata bahari;

2) Belum adanya pusat pelayanan kawasan perbatasan negara di Maluku Utara-
Papua Barat; a) Dekat dengan Filipina yang merupakan Pusat perikanan; b)
Terletak di bibir Pasifik (Ekonomi Dunia masa depan)

3) Belum dilakukan perundingan tentang garis batas laut, ZEE, Landas Kontinen,
dan Zona tambahan dengan Republik Palau;

4) Maraknya illegal fishing karena kurangnya fasilitas pertahanan dan keamanan;

5) Potensi perikanan tangkap yang besar, namun baru dimanfaatkan 20% saja;

Selain nilai strategis, terdapat tantangan dalam perbatasan antar Provinsi
Maluku Utara dan Papua Barat yaitu Potensi Konflik Kepemilikan Pulau Sain(Pulau
Sayang). Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Negara di Maluku Utara — Papua
Barat dan Perbatasan Laut yang berbatasan dengan Negara Republik Palau, 4 (empat)
pulau kecil terluar:

1) Pulau Jiew (Maluku Utara)
2) Pulau Budd

3) Pulau Fani

4) Pulau Miossu

Konektivitas Penyeberangan Antar Pulau pada perbatasan antar Provinsi

Maluku Utara dan Papua Barat terdiri dari:

1) Sabuk Utara Penyeberangan Indonesia pada jalur Daruba — Biak;
2) Sabuk Tengah Penyeberangan Indonesia pada jalur Halmahera Timur -

Patani — P. Gebe — Raja Ampat — Sorong
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3) Potensi Jalur Baru penyeberangan (ferry) antar provinsi:
4) Kepulauan Widi — Raja Ampat;
5) Sum (Obi Timur) — Raja Ampat

Sedangkan tujuan Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Rl — Palau

meliputi:

1) Kawasan fungsi pertahanan & keamanan wilayah laut yang efektif untuk
menjamin keutuhan kedaulatan & ketertiban wilayah Negara;

2) Kawasan budidaya berbasis perikanan, pertambangan dan pariwisata untuk
kemandirian pangan, ekonomi antar wilayah, dan perdagangan antar negara, yang
berkelanjutan;

3) Kawasan lindung perairan dengan fungsi perlindungan keanekaragaman hayati
dan sempadan pantai pulau-pulau kecil terluar;

4) Sistem pusat pelayanan kawasan perbatasan negara yang efektif sebagai pusat
ekonomi; pintu gerbang negara; dan pusat pertahanan dan keamanan;

5) Akses prasarana antar pusat pelayanan dan pulau-pulau kecil terluar, ketersediaan
sarana dasar yang memadai, serta keterkaitan selektif dengan eksternal;

6) Kerjasama perlindungan dan pengembangan wilayah dengan Negara Palaudan
Filipina.

Kawasan Terpadu, yaitu kawasan pengembangan yang direncanakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur, yang meliputi 11 (sebelas)
Kawasan Terpadu Baru untuk mendukung kegiatan pengembangan di Sektor
Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kawasan Perkotaan untuk mengoptimalkan
potensi ekonomi yang lebih bernilai tambah dan berdaya saing. Kawasan-kawasan

terpadu baru tersebut, yaitu:

1) Kawasan Transmigrasi Kota Maba

Kabupaten Halmahera Timur merupakan wilayah di Provinsi Maluku Utara
dengan luasan lahan pertanian tanaman pangan terluas. Kontribusi sektor
pertanian terhadap PDRB setiap tahun mengalami peningkatan. Atas dasar itu,
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur selalu berupaya untuk
meningkatkan lahan produktif untuk peningkatan jumlah produksi pertanian.
Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah daerah yaitu adanya rencana

Pembangunan Kawasan Transmigrasi Baru di Wilayah Kecamatan Kota Maba.

11-25

NN J/7



2)

3)

4)
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Kawasan Perdesaan Sondo-Sondo Sebagai Kawasan Perkebunan Terpadu
Pengembangkan beberapa Kawasan Terpadu Baru untuk mendukungkegiatan
Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kawasan Perkotaan,salah satunya
melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Sondo-Sondosebagai Kawasan
Perkebunan Terpadu sebagai upaya pengembangansektor pertanian sub sektor
perkebunan dengan komoditi cengkeh, pala dankakao.
Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni dan Saramaake di Kecamatan Wasile
Selatan Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung Roni dan
Saramaake di Kecamatan Wasile Selatan dengan luasan 2.436,60 Hektar.
Kawasan tersebut hingga saat ini merupakan Kawasan perikanan tangkap yang
sudah berkembang dan memberikan kontribusi cukup besar terhadap PAD
Kabupaten Halmahera Timur. Produksi perikanan yang unggul pada Kawasan ini
yaitu ikan pelagis kecil, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera
Timur berupaya untuk mengembangkan Kawasan Perikanan Terpadu Tanjung
Roni dan Saramaake di Kecamatan Wasile Selatan yang kedepannya berkembang
sesuai potensi yang dimiliki.
Kawasan Perikanan Terpadu Sill di Kecamatan Maba Selatan
Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Sill di Kecamatan Maba
Selatan. Potensi perikanan tangkap pada Kawasan ini antara lain jenis ikan
demersal sehingga fokus pengembangan diarahkan pada potensi yang dimiliki.
Jumlah produksi perikanan tangkap pada kawasan ini setiap tahun mengalami
peningkatan yang cukup pesat dan memberikan kontribusi yang cukup besar
terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Timur.Selain kondisi tersebut, kawasan
ini memiliki nilai strategis yang tinggi karena kawasan ini berada pada Wilayah
Perbatasan Kabupaten (Perbatasan antara Kabupaten Halmahera Timur dengan
Kabupaten Halmahera Tengah). Dengan adanya pengembangan kawasan ini,
diharapkan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Kabupaten Halmahera
Timur, karena berpotensi memperluas areal pemasaran produksi perikanan
sampai ke Kabupaten Halmahera Tengah.
Kawasan Perikanan Terpadu Dabo dan Kawasan Pariwisata Jara-Jara Rencana
Pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu Dabo yang dipadukan dengan
Pengembangan Kawasan Pariwisata Jara-Jara. Keterpaduan dengan Kawasan
pariwisata Jara-jara yang diarahkan dengan konsep pengembangan wisata bahari
sebagai komplementer dari Kawasan perikanan terpadu. Konsep pengembangan
Kawasan yang memadukan dua sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Timur
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6)

7)

8)

dinilai memiliki nilai strategis yang tinggi, karena memiliki keterpaduan fungsi
yang dapat menunjang satu sama lain. Nilai strategis lainnya yaitu pengembangan
Kawasan Perikanan terpadu Dabo dan Kawasan Pariwisata Jara-Jara ini dapat
dipadukan dengan pengembangan sektor perikanan yang ada di Kabupaten
Halmahera Utara dan Pengembangan Sektor Perikanan dan sektor pariwisata
Kabupaten Halmahera Timur (Segitiga Emas di Provinsi Maluku Utara).
Kawasan Fayaul-Bukutio Sebagai Kawasan Perkotaan Baru
Kebijakan Pemerintan Daerah Kabupaten Halmahera Timur terkait
pengembangan wilayah berbasis Kawasan untuk pengembangan kawasan
perkotaan salah satunya yaitu Rencana Pengembangan Kawasan Fayaul- Bukutio
sebagai kawasan perkotaan baru. Rencana pengembangan Kawasan ini untuk
mendukung adanya rencana pembentukan kecamatan baru di Kecamatan Wasile
Selatan yaitu Kecamatan Wasile Barat Daya dengan rencana Ibukota di Kawasan
Fayaul — Bukutio.
Kawasan Sekitar Bandara Buli Sebagai Kawasan Perkotaan Baru
Kawasan sekitar Bandara Buli memiliki sisi strategis karena disamping lokasi
yang berada di sekitar bandara, kawasan ini juga dilalui oleh jaringan kolektor
yang menghubungkan antara Kawasan Perkotaan Buli- Lapter dan Kawasan
Perkotaan Wayamli. Selain itu, kawasan ini merupakan kawasan cepat tumbuh
yang ditandai dengan mulai bermunculannya kawasan permukiman baru dan
kegiatan ekonomi mikro yang tidak terencana dan tidak tertata. Terhadap kondisi
tersebut, bilafenomena ini tidak direspon maka dalam beberapa tahun kedepan
akan menjadi kawasan yang berpotensi kumuh. Kondisi tersebut merupakan
fenomena Urban Sprawl (perambatan linier) yang tidak bisa ditekan
perkembangannya, sehingga dibutuhkan strategi untuk mengontrol perembetan
tersebut. Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur mulai
merespon fenomena tersebut dengan strategi penanganan berupa Rencana
Pengembangan Kawasan Sekitar Bandara Buli sebagai Kawasan Perkotaan Baru.
Kawasan Perkotaan Maba
Perluasan ibukota Kabupaten Halmahera Timur ini bertujuan untuk penambahan
aktivitas perkotaan dalam menunjang fungsi utama Kawasan Perkotaan Maba
yaitu sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pusat Permukiman, Pusat
Perdagangan dan Jasa dan Pusat Pendidikan, termasuk Kawasan Pendidikan
tinggi. Selain itu, tujuan utama perluasan areal Kawasan Perkotaan ini yaitu
sebagai upaya antisipatif untuk mengontrol laju pembangunan dengan
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9)

membentuk struktur jaringan jalan utama sebagai pondasi awal. Sehingga
perkembangan kota kedepannya dapatdikendalikan sejak dini dan tidak terjadi
Urban Sprawl.

Kawasan Perkotaan Wayamli

Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Wayamli dengan tujuan perluasan
dan penataan Kota. Kawasan Perkotaan Wayamli pada saat penyusunan RTRW
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010-2029 hanya ditetapkan di Desa
Wayamli dan Desa Yawanli. sedangkan Rencana pengembangan Perkotaan
Wayamli kedepannya direncanakan dari Desa Wayamli, Desa Yawali, Desa
Bebsili, Desa Beringin Lamo, Desa Babasaram dan Desa Bangul dengan fungsi
utama yang akan difokuskan selain fungsi yang telah ada, direncanakan sebagai
Sentra Produksi Pertanian dan Perkebunan, dengan tujuan untuk mendukung
Program Nasional (Program Pembangunan Kawasan Pengembangan Pedesaan
Mandiri).

10) Kawasan Perkotaan Lolobata

Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Lolobata yaitu perluasan dan
penataan kota serta pengembangan sentra produksi dan sentra pemasaran hasil
perkebunan. Selain fungsi yang telah diembani, Kawasan Perkotaan Lolobata
kedepannya diarahkan sebagai kawasan pendukung dengan fungsi
memperpendek layanan perdagangan dan jasa untuk wilayah Kecamatan Wasile
Utara. Mengingat kondisi saat ini, pusat pelayanan dari Kecamatan Wasile,
Wasile Timur, Wasile Tengah dan Wasile Utara masih terpusat di Kawasan

Perkotaan Cemara Jaya.

11) Kawasan Smelter di Buli

Dengan adanya Penetapan Kawasan Smelter Buli yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Daerah
Kabupaten Halmahera Timur perlu melakukan pengembangan perkotaan buli
dengan meningkatkan fungsi pelayanan kawasan. Fungsi pelayanan yang
ditingkatkan antara lain sebagai Kawasan Industri, Pusat Perdagangan dan Jasa,
Pusat Permukiman, Pusat Pendidikan dan Kawasan Perkantoran. Selain itu,
Pemerintah Daerah terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung

untuk menunjang segala kebutuhan operasional Kawasan Smelter Buli nantinya.
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2.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis. Potensi bencana Kabupaten Halmahera Timur diketahui
berdasarkan sejarah kejadian bencana yang menurut pencatatan Data dan Informasi
Bencana Indonesia (DIBI) dan Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD)
Kabupaten Halmahera Timur. Dari pencatatan tersebut, bencana berpotensi terjadi di
Kabupaten Halmahera Timur adalah banjir, banjir bandang, longsor, gelombang
ekstrim dan abrasi dan cuaca ekstrim. Namun, tidak menutup kemungkinan bencana
lain dapat terjadi mengingat faktor-faktor kondisi daerah yang berkaitan dengan

bencana yang diketahui berdasarkan pengkajian risiko bencana.

Secara keseluruhan, identifikasi potensi bencana tersebut diperoleh dari
pengkajian risiko bencana dan kesepakatan di daerah. Bencana yang berpotensi di
Kabupaten Halmahera Timur dari hasil kajian risiko bencana dan kesepakatan daerah
didapat 9 bencana yaitu: banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim
dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan
tsunami. Bencana-bencana tersebut dikategorikan berpotensi disebabkan kondisi
daerah dan faktor penyebab bencana (faktor alam, non alam, maupun ulah manusia).
Penetapan potensi bencana tersebut berdasarkan metodologi pengkajian dan
kesepakatan daerah Kabupaten Halmahera Timur. Sembilan potensi bencana di
Kabupaten Halmahera Timur tersebut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana
Kabupaten Halmahera Timur untuk tahun 2022 sampai tahun 2024. Gambaran
potensi bahaya bencana di Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersaji dalam
tabel berikut.

Tabel 2. 16 Potensi Bahaya Bencana Di Kabupaten Halmahera Timur

) Bahaya

No Jenis Bencana
Luas (Ha) Kelas
1  Banjir 78.62 Tinggi
2  Banjir Bandang 20.484 Tinggi
3 Cuaca Ekstrim 159.687 Tinggi
4 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 8.864 Tinggi
5 Gempa Bumi 645.801 Tinggi
6  Kekeringan 645.801 Tinggi
7  Kebakaran Hutan dan Lahan 542.007 Tinggi
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Bahaya
No Jenis Bencana
Luas (Ha) Kelas
8  Tanah Longsor 456.113 Tinggi
9  Tsunami 1.974 Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

Secara rinci, wilayah rawan bencana menurut jenis bencana di Kabupaten
Halmahera Timur diuraikan sebagai berikut.
Banjir

Banjir didefinisikan sebagai peristiwa terjadinya genangan pada suatu daerah
yang biasanya kering (bukan daerah rawa) atau meluapnya limpasan air permukaan
(runoff) yang volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau
sungainya. Secara keseluruhan bencana banjir memiliki potensi luas bahaya di
Kabupaten Halmahera Timur dengan total luas bahaya 41.992 Ha yang berada pada
kelas tinggi. Kelas bahaya tinggi pada Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan
pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana. Berdasarkan
Hasil Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk
terpapar bencana banjir per kecamatan di Kabupaten Halmahera berada pada kelas
tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap Kecamatan
Terdampak, Hal tersebut dilihat berdasarkan potensi banyaknya jumlah penduduk
terpapar di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana
banjir per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten
Halmahera Timur, yaitu 65.489 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2. 17 Luas Wilayah Bahaya Banjir dan Potensi Penduduk Terpapar
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

Bahaya Potensi Penduduk Terpapar

No Kecamatan Luas (ha) Kelas Jiwa Kelas
1  Kota Maba 12.505 Tinggi 10.066 Tinggi
2  Maba 4.102 Tinggi 8.519 Tinggi
3 Maba Selatan 7.446 Tinggi 5.596 Tinggi
4  Maba Tengah 9.792 Tinggi 5.499 Tinggi
5 Maba Utara 9.787 Tinggi 6.641 Tinggi
6  Wasile 9.542 Tinggi 7.583 sedang
7  Wasile Selatan 11.889 Tinggi 8.424 Tinggi
8  Wasile Tengah 3.147 Tinggi 3.058 Tinggi
9  Wasile Timur 7.373 Tinggi 9.812 Sedang
10  Wasile Utara 3.037 Tinggi 291 Tinggi
Halmahera Timur 41.992 Tinggi 65.489 Tinggi

Sumber: BP4BD Kab. Halmahera Timur -2025
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Banjir Bandang

Banjir Bandang adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan
meluap, menggenangi, dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar

(seperti kayu dan sebagainya).

Banjir bandang terjadi secara tiba-tiba di daerah permukaan rendah akibat
hujan yang turun terus-menerus. Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap
tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat hingga tidak dapat diserap
lagi. Air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah
dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, segala macam
benda yang dilewatinya dikelilingi air dengan tiba-tiba. Banjir bandang dapat
mengakibatkan kerugian yang besar.

Berdasarkan Hasil Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera
Timur, Potensi penduduk terpapar bencana Banjir Bandang per kecamatan di
Kabupaten Halmahera Timur dari 10 (sepuluh) kecamatan, 8 (delapan) kecamatan
yang berpotensi, 3 (tiga) berada pada kelas sedang yaitu Kec. Maba tengah, Kec.
Wasile dan Kec. Wasile Timur dan 5 (lima) kecamatan berada pada kelas tinggi yaitu
Kec. Kota Maba, Kec. Maba, Kec. Maba Utara, Kec. Wasile Selatan dan Kec. Wasile
Utara. Sedangkan untuk potensi penduduk terpapar bencana banjir bandang pada
Kabupaten Halmahera Timur memiliki kelas tinggi, yang diperoleh dari kelas
maksimal per kecamatan. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap
kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk
yang beraktivitas di kecamatan tersebut. Secara keseluruhan, potensi penduduk
terpapar bencana Banjir Bandang per kecamatan menghasilkan potensi penduduk

terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 5.359 jiwa.

Gambaran Luas Wilayah Bahaya Banjir Bandang dan Potensi Penduduk
Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2. 18 Luas Wilayah Bahaya Banjir Bandang dan Potensi Penduduk Terpapar

Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No Kecamatan Bahaya Potensi Penduduk Terpapar
Luas (ha) Kelas Jiwa Kelas
1  Kota Maba 3.05 Tinggi 636 Tinggi
2  Maba 1.606 Tinggi 732 Tinggi
3 Maba Selatan 50 Tinggi - -
4  Maba Tengah 1.802 Tinggi 110 Sedang
5  Maba Utara 3.738 Tinggi 441 Tinggi
6  Wasile 2.915 Tinggi 1.865 Sedang
7 Wasile Selatan 3.872 Tinggi 747 Tinggi
8  Wasile Tengah 569 Tinggi - -
9  Wasile Timur 1.031 Tinggi 424 Sedang
10  Wasile Utara 1.85 Tinggi 404 Tinggi
Halmahera Timur 13.611 Tinggi 5.359 Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

C.

Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator
cuaca mengalami perubahan ekstrem. Misalnya perubahan ekstrem suhu udara atau
perubahan ekstrim curah hujan. Secara keseluruhan bencana cuaca ekstrim memiliki
potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 159.686 Ha yang
berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperoleh
berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan. Berdasarkan Hasil Kajian Resiko
Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana
cuaca ekstrim per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas
tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak,
hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah pendudukyang beraktivitas di
kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana cuaca ekstrim
per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera

Timur, yaitu 78.026 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 19 Luas Wilayah Bahaya Cuaca Ekstrim dan Potensi Penduduk Terpapar

Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur.

Bahaya Potensi Penduduk Terpapar
No Kecamatan Luas (Ha) Kelas Jiwa Kelas
1  Kota Maba 21.909 Sedang 11.098 Sedang
2 Maba 6.62 Tinggi 8.964 Tinggi
3 Maba Selatan 21.923 Tinggi 6.803 Tinggi
4  Maba Tengah 14.427 Tinggi 6.377 Tinggi
5 Maba Utara 19.324 Tinggi 7.52 Tinggi
6  Wasile 10.743 Tinggi 7.791 Tinggi
7 Wasile Selatan 22.812 Tinggi 11.288 Tinggi
8  Wasile Tengah 13.354 Tinggi 5.658 Tinggi
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9  Wasile Timur 10.528 Tinggi 9.974 Tinggi
10 Wasile Utara 18.041 Tinggi 2.551 Tinggi
Halmahera Timur 159.686 Tinggi 78.024 Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek
terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat
menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi
keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang,
gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan
pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi
biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu

oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut.

Secara keseluruhan bencana gelombang ekstrim dan abrasi memiliki potensi
luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 8.864 Ha yang berada pada
kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperoleh berdasarkankelas
bahaya maksimal per kecamatan. Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD
Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana gelombang
ekstrim dan abrasi per kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas
tinggi. Potensi penduduk terpapar terdampak 9 (sembilan) kecamatan, hanya 1 (satu)
kecamatan yang tidak terdampak potensi penduduk terpapar yaitu Kecamatan Wasile
Timur hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas
di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensipenduduk terpapar bencana cuaca ekstrim
per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera

Timur, yaitu 19.431 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 20 Luas Wilayah Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi dan

Potensi Penduduk Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

Bahaya Potensi Penduduk Terpapar
e NGEIER Luas (ha) Kelas Jiwa Kelas
2 Maba 861 Tinggi 1.614 Tinggi
3 Maba Selatan 599 Tinggi - -
4 Maba Tengah 590 Tinggi 1.735 Tinggi
5 Maba Utara 1.58 Tinggi 1.794 Tinggi
6 Wasile 284 Tinggi 2.728 Sedang
7 Wasile Selatan 1.707 Tinggi 227 Tinggi
8 Wasile Tengah 610 Tinggi 4.263 Tinggi
9 Wasile Timur 306 Sedang 2.472 Tinggi
Halmahera Timur 8.864 Tinggi 19.432 Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025
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Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi
yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung
api atau runtuhan batuan. Secara keseluruhan bencana gempabumi memiliki potensi
luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur adalah 645.801 Ha yang berada pada
kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperolehberdasarkan kelas
bahaya maksimal per kecamatan. Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD
Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana gempabumi per

kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas tinggi.

Potensi penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak,
hal tersebut dilihat berdasarkan jumlah penduduk beraktivitas di kecamatan tersebut.
Secara keseluruhan, perhitungan potensi penduduk terpapar bencana gempabumi per
kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur,

yaitu 86.260 jiwa. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 21 Luas Wilayah Bahaya Gempa Bumi dan Potensi Penduduk Terpapar
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

Potensi Penduduk

No Kecamatan e Terpapar
Luas (ha) Kelas Jiwa Kelas
1 Kota Maba 82.455 Tinggi 11.863 Tinggi
2 Maba 40.631 Tinggi 10.131 Tinggi
3 Maba Selatan 47.626 Tinggi 7.444 Tinggi
4 Maba Tengah 52.724 Tinggi 6.498 Tinggi
5 Maba Utara 89.915 Tinggi 8.174 Tinggi
6  Wasile 48.124 Tinggi 7.864 Sedang
7 Wasile Selatan 134.393 Tinggi 12.827 Tinggi
8  Wasile Tengah 47.63 Tinggi 6.087 Tinggi
9  Wasile Timur 32.328 Tinggi 9.977 Sedang
10  Wasile Utara 69.975 Tinggi 5.395 Tinggi
Halmahera Timur 645.801 Tinggi 86.26 Tinggi
Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025
Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk
kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang
dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan
pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang
dibudidayakan. Secara keseluruhan bencana kekeringan memiliki potensi luas
bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 645.801 Ha yang beradapada
kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat Kabupaten diperoleh berdasarkan kelas
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bahaya maksimal per kecamatan. Berdasarkan Hasil Kajian Risiko Bencana BPBD
Kabupaten Halmahera Timur, Potensi penduduk terpapar bencana kekeringan per
kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur berada pada kelas tinggi. Potensi
penduduk terpapar berbeda-beda untuk setiap kecamatan terdampak, hal tersebut
dilihat berdasarkan banyaknya jumlah penduduk yang beraktivitas di kecamatan
tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpaparbencana kekeringan per kecamatan
menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu

86.260 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2. 22 Luas Wilayah Bahaya Kekeringan dan Potensi Penduduk Terpapar
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

Bahaya Potensi PendudukTerpapar

e NEEIIEIEN Luas (ha) Kelas Jiwa Kelas
1 Kota Maba 82.455 Tinggi 11.863 Tinggi

2 Maba 40.631 Tinggi 10.131 Tinggi

3 Maba Selatan 47.626 Tinggi 7.444 Tinggi

4  Maba Tengah 52.724 Tinggi 6.498 Tinggi

5 Maba Utara 89.914 Tinggi 8.174 Tinggi

6 Wasile 48.124 Tinggi 7.864 Sedang

7 Wasile Selatan 134.393 Tinggi 12.827 Tinggi

8 Wasile Tengah 47.629 Tinggi 6.087 Tinggi

9 Wasile Timur 32.327 Tinggi 9.977 Sedang

10 Wasile Utara 69.974 Tinggi 5.395 Tinggi
Halmahera Timur 645.801 Tinggi 86.26 Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan
dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan
kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali
menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan
masyarakat sekitar. Secara keseluruhan bencana kebakaran hutandan lahan
memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total 542.006
Ha yang berada pada kelas tinggi. Pada bahaya Kebakaran hutandan lahan tidak
terdapat potensi penduduk terpapar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2. 23 Luas Wilayah Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan dan
Potensi Penduduk Terpapar
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No Kecamatan Bahaya Potensi Penduduk Terpapar
Luas (Ha) Kelas Jiwa Kelas
1 Kota Maba 73.711 Sedang - -
2 Maba 32.52 Sedang - -
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3 Maba Selatan 42.069 Sedang - -
4 Maba Tengah 46.543 Tinggi - -
5 Maba Utara 75.646 Sedang - -
6 Wasile 37.696 Tinggi - -
7 Wasile Selatan 112.507 Tinggi - -
8 Wasile Tengah 39.273 Tinggi - -
9 Wasile Timur 23.128 Tinggi - -
10 Wasile Utara 58.913 Tinggi - -

Halmahera Timur 542.006 Tinggi - -

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

H. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan,
ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya
kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Secara keseluruhan bencana tanah
longsor memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Halmahera Timur dengan total
456.113 Ha yang berada pada kelas tinggi. Penentuan kelas bahaya tingkat
Kabupaten diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan.
Berdasarkan Hasil Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur,
Potensi penduduk terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten
Halmahera Timur berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda untuk
setiap kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknyajumlah
penduduk beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk
terpapar bencana tanah longsor per kecamatan menghasilkan potensi penduduk
terpapar di Kabupaten Halmahera Timur, yaitu 6.182 jiwa. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 24 Luas Wilayah Bahaya Tanah Longsor dan Potensi Penduduk
Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

No Kecamatan Bahaya Potensi Penduduk Terpapar
Luas (ha) Kelas Jiwa Kelas
1  Kota Maba 56.04 Sedang 528 Tinggi
2 Maba 32.892 Tinggi 1.054 Sedang
3 Maba Selatan 25.682 Sedang 1.022 Tinggi
4 Maba Tengah 38.53 Sedang 233 Tinggi
5 Maba Utara 68.885 Tinggi 668 Sedang
6  Wasile 34.12 Sedang 18 Sedang
7  Wasile Selatan 99.645 Sedang 970 Tinggi
8  Wasile Tengah 31.82 Sedang 93 Tinggi
9  Wasile Timur 18.877 Sedang 3 Sedang
10  Wasile Utara 49.622 Sedang 1.593 Tinggi
Halmahera Timur 456.113 ingg 6.182 Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025
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Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan
("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami dikenal sebagai
gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa
bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan

kecepatan gelombang mencapai 600-900 km/jam.

Penyebab terjadinya tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah
laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan 7,0 skala magnitudo
momen atau lebih. Penyebab lain tsunami adalah terjadinya longsor, letusan gunung,
dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Secara geografis, hampir
seluruh tsunami terjadi di kawasan Lingkaran Api Pasifik dan kawasan Palung
Sumatera di Samudra Hindia. Risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem
peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan
melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Wilayah Provinsi
Maluku Utara secara umum termasuk kawasan yang rentan terhadap ancaman

tsunami.

Secara keseluruhan bencana Tsunami memiliki potensi luas bahaya di
Kabupaten Halmahera Timur dengan total 1.974 Ha yang berada pada kelas tinggi.
Berdasarkan Hasil Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Halmahera Timur,
Potensi penduduk terpapar bencana tsunami per kecamatan di Kabupaten Halmahera
Timur berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar berbeda untuk setiap
kecamatan terdampak, hal tersebut dilihat berdasarkan banyaknyajumlah penduduk
beraktivitas di kecamatan tersebut. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar bencana
tsunami per kecamatan menghasilkan potensi penduduk terpapar di Kabupaten

Halmahera Timur, yaitu 7.297 jiwa.

Gambaran Luas Wilayah Bahaya Tsunami dan Potensi Penduduk Terpapar
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur selengkapnya dapat dilihat
pada tabel berikut.
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Tabel 2. 25 Luas Wilayah Bahaya Tsunami dan Potensi Penduduk
Terpapar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur

Bahaya Potensi Penduduk Terpapar
N PNEEIEIETE Luas (ha) Kelas Jiwa Kelas
1  Kota Maba 233 Tinggi 988 Tinggi
2 Maba 163 Tinggi 420 Tinggi
3  Maba Selatan 216 Tinggi 893 Tinggi
4  Maba Tengah 103 Tinggi 443 Tinggi
5  Maba Utara 559 Tinggi 2.311 Tinggi
6  Wasile 35 Tinggi 38 Sedang
7 Wasile Selatan 320 Tinggi 1.435 Tinggi
8  Wasile Tengah 78 Tinggi 295 Tinggi
9  Wasile Timur 42 Tinggi - -
10 Wasile Utara 226 Tinggi 472 Tinggi
Halmahera Timur 1.974 Tinggi 7.295 Tinggi

Sumber: BPBD Kab. Halmahera Timur 2025

2.1.10. Kondisi Demografi

Berdasarkan registrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk
Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. Total
penduduk meningkat dari 91.625 jiwa pada tahun 2020 menjadi 100.473 jiwa pada
tahun 2024, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 2,31% per tahun.
Pertumbuhan ini sedikit meningkat pada periode 2023-2024 menjadi 2,63%,
menandakan adanya akselerasi demografis di beberapa wilayah. Perubahan dinamika
ini memiliki implikasi strategis terhadap kebutuhan pelayanan dasar, pengelolaan

ruang, serta daya dukung sumber daya .

Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan
penduduk Kabupaten Halmahera Timur menurut kecamatan berdasarkan registrasi
kependudukan tahun 2020-2024

Tabel 2. 26 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
Jumlah Penduduk (jiwa) Laju Pertumbuhan (%)
2020 2023 2024 2020-2024 2023-2024

No Kecamatan

1 Kota Maba 9.232 10.461 10.946 4,35 4,64
2 Maba 12544 13194 13.486 1,79 2,21
3 Maba Selatan 8.215 8.523 8.471 0,77 (0,61)
4  Maba Tengah 6.676 6.796 6.853 0,67 0,84
5 Maba Utara 8.509 9.202 9.663 2,99 5,01
6 Wasile 10582 11311 11.585 2,29 2,42
7  Wasile Selatan 13.27 14514 15.145 3,36 4,35
8  Wasile Timur 11.431 11979 12.085 1,40 0,88
9 Wasile Tengah 5.968  6.327 6.564 2,45 3,75
10 Wasile Utara 5.198 5.588 5.675 2,23 1,56
Halmahera Timur 91.625 97.895 100.473 2,31 2,63

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur (2025), diolah
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Kecamatan Kota Maba mencatat laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023-
2024 sebesar 4,64%, melanjutkan tren lima tahunan yang juga tinggi, yaitu 4,35%.
Lonjakan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh peningkatan fungsi kawasan
sebagai pusat administrasi dan layanan publik, serta pertumbuhan sektor jasa dan
permukiman yang lebih cepat dibanding kecamatan lainnya. Kecamatan Maba Utara
juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan laju mencapai 5,01% pada 2023—
2024, mencerminkan dinamika migrasi masuk atau perluasan kawasan permukiman
dan aktivitas ekonomi yang mengundang konsentrasi penduduk baru, termasuk di
kawasan eks transmigrasi.

Di sisi lain, Kecamatan Maba Selatan justru mencatat penurunan jumlah
penduduk secara tahunan pada 2023-2024 dengan laju pertumbuhan minus 0,61%.
Meskipun selama periode 2020-2024 masih tercatat mengalami pertumbuhan positif
sebesar 0,77%, angka tersebut mengindikasikan kecenderungan stagnasi atau bahkan
potensi migrasi penduduk keluar wilayah. Fenomena ini memerlukan perhatian lebih
lanjut, terutama terkait dengan ketersediaan layanan dasar, aksesibilitas infrastruktur,
atau tekanan terhadap sumber daya lokal yang mungkin memengaruhi daya tarik
kawasan.

Kecamatan-kecamatan lain seperti Wasile Selatan, Wasile Tengah, dan Kota
Maba menunjukkan laju pertumbuhan tahunan di atas rata-rata kabupaten,
mencerminkan adanya konsentrasi pertumbuhan di kawasan tengah dan selatan.
Sementara itu, wilayah seperti Kecamatan Wasile Timur dan Wasile Utara
menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih moderat, meskipun tetap positif.
Komposisi dan pola ini mencerminkan adanya diferensiasi spasial dalam dinamika
pertumbuhan penduduk.

Komposisi sebaran penduduk Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun
terakhir masih menunjukkan kecenderungan yang relatif seimbang dibandingkan
tahun 2020, dengan dominasi tetap berada pada beberapa kecamatan utama.
Kecamatan Wasile Selatan menempati proporsi tertinggi dengan kontribusi 15,07%
terhadap total populasi kabupaten, diikuti oleh Kecamatan Maba sebesar 13,42%, dan
Wasile Timur sebesar 12,03%. Ketiga kecamatan ini secara kolektif menampung
lebih dari 40% populasi Halmahera Timur, mencerminkan posisi strategis ketiganya
dalam struktur spasial dan pelayanan dasar wilayah. Posisi ini juga menegaskan
bahwa pusat-pusat populasi terkonsentrasi di wilayah dengan aksesibilitas relatif
lebih baik, kedekatan terhadap jalur logistik, serta basis ekonomi yang lebih kuat,
khususnya dalam bidang pertanian, perdagangan lokal, dan jasa.
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Sementara itu, kecamatan-kecamatan seperti Wasile Utara, Wasile Tengah,
dan Maba Tengah tetap berada pada posisi terbawah dari sisi distribusi penduduk,
masing-masing hanya menyumbang sekitar 5,65%, 6,53%, dan 6,82% dari total
penduduk kabupaten pada tahun 2024. Hal ini tidak hanya mencerminkan
keterbatasan akses dan belum meratanya infrastruktur dasar di wilayah-wilayah
tersebut, tetapi juga menggambarkan tantangan demografis yang bersifat struktural-
yakni tingkat ketertarikan pemukiman yang rendah, ketersediaan lahan dengan risiko
bencana atau degradasi lingkungan, serta peluang ekonomi lokal yang belum
berkembang optimal. Meskipun terdapat peningkatan penduduk secara absolut di
hampir seluruh kecamatan, namun proporsi terhadap total penduduk kabupaten tetap
stagnan atau menurun pada beberapa wilayah.

Dari perspektif kepadatan penduduk, terjadi peningkatan rerata dari 14,12
jiwa/km? pada tahun 2020 menjadi 15,48 jiwa/km2 pada tahun 2024. Kecamatan
Wasile menempati posisi tertinggi dengan kepadatan mencapai 45,66 jiwa/kmz, yang
mengindikasikan semakin intensifnya pemanfaatan ruang di wilayah tersebut.
Kepadatan yang tinggi ini berimplikasi pada perlunya penguatan tata kelola ruang,
pengendalian laju konversi lahan, dan penyediaan layanan publik yang lebih terfokus.

Sementara itu, Kecamatan Maba dan Wasile Timur juga mencatatkan
kenaikan kepadatan yang cukup signifikan, masing-masing dari 29,04 ke 31,22 dan
dari 26,51 ke 28,03 jiwa/km2, mencerminkan potensi pertumbuhan urban kecil di luar
Kota Maba. Kota Maba sendiri mengalami peningkatan kepadatan dari 9,20 menjadi
10,91 jiwa/km2, mencerminkan tren urbanisasi yang meskipun belum masif, tetapi
terus menguat seiring dengan konsolidasi peran sebagai pusat administratif,
pemerintahan, dan pelayanan dasar tingkat kabupaten. Sebaliknya, kepadatan
penduduk di kecamatan-kecamatan seperti Maba Utara, Wasile Utara, dan Maba
Tengah masih berada di bawah 10 jiwa/km2, menandakan dominasi karakteristik rural
yang kuat di wilayah tersebut

Tabel 2. 27 Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
Distribusi (persen) Kepadatan (jiwa/Km?)
2020 2023 2024 2020 2023 2024

No Kecamatan

Wasile Selatan 14,48 14,83 1507 1322 1346 15,08
Wasile Timur 1248 1224 1203 2651 27,79 28,03

1 Kota Maba 1008 10,69 1089 920 1098 10,91
2 Maba 1369 1348 1342 29,04 30,34 31,22
3 Maba Selatan 8,97 8,71 8,43 16,30 16,92 16,80
4  Maba Tengah 7,29 6,94 6,82 10,25 10,42 10,52
5 Maba Utara 9,29 9,4 9,62 7,61 8,23 8,64
6  Wasile 1155 1155 1153 41,71 4464 45,66
7

8
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Distribusi (persen) Kepadatan (jiwa/Km?)
2020 2023 2024 2020 2023 2024
9 Wasile Tengah 6,51 6,46 6,53 12,15 1291 13,36
10 Wasile Utara 5,67 571 5,65 8,66 9,31 9,45
Halmahera Timur 100,0 100,0 100,0 14,12 1502 1548
Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur (2025), diolah

No Kecamatan

Ketimpangan kepadatan ini menciptakan tantangan perencanaan kewilayahan
yang kompleks. Di satu sisi terdapat wilayah-wilayah yang mengalami tekanan
spasial dan memerlukan pengendalian pembangunan fisik, di sisi lain terdapat
wilayah dengan pemanfaatan ruang yang sangat rendah namun membutuhkan
intensifikasi pelayanan dan pengembangan. Dalam konteks pembangunan
berkelanjutan, wilayah-wilayah berpenduduk jarang seharusnya tidak hanya
diposisikan sebagai beban pelayanan, melainkan sebagai potensi strategis untuk
pengembangan fungsi-fungsi ekologis, ketahanan pangan, dan cadangan ruang hidup
masa depan. Dinamika distribusi dan kepadatan penduduk ini harus menjadi pijakan
penting dalam perumusan strategi pembangunan wilayah Kabupaten Halmahera

Timur ke depan.

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Kabupaten Halmahera
Timur tahun 2024 menunjukkan dominasi penduduk laki-laki yang cukup konsisten
di seluruh kecamatan. Dengan jumlah penduduk total mencapai 100.473 jiwa, rasio
jenis kelamin secara keseluruhan tercatat sebesar 107,08, yang berarti terdapat sekitar
107 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kecenderungan ini mengindikasikan
bahwa struktur penduduk daerah ini masih dipengaruhi oleh mobilitas penduduk laki-
laki, terutama di wilayah dengan aktivitas pertambangan, pertanian, dan perkebunan
yang lebih tinggi.

Kecamatan Wasile Selatan memiliki jumlah penduduk terbesar (15.145 jiwa)
sekaligus mencatat rasio jenis kelamin yang relatif tinggi sebesar 109,68,
mencerminkan tingginya konsentrasi tenaga kerja laki-laki. Rasio tertinggi tercatat di
Kecamatan Maba Utara (111,77), menunjukkan kemungkinan dominasi tenaga kerja
laki-laki di sektor tertentu. Sementara itu, rasio terendah ditemukan di Kecamatan
Wasile Tengah (102,59), meskipun masih menunjukkan dominasi laki-laki. Kota
Maba sebagai pusat administrasi mencatat jumlah penduduk 10.946 jiwa dengan
rasio 104,87, yang relatif seimbang jika dibandingkan dengan kecamatan lain.
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Tabel 2. 28 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024
Jumlah Jenis Kelamin (jiwa)  Rasio L/P

(iwa)  Laki-laki Perempuan

No Kecamatan

1 Kota Maba 10.946 5.603 5.343 104,87
2 Maba 13.486 7.051 6.435 109,57
3 Maba Selatan 8.471 4.431 4.040 109,68
4  Maba Tengah 6.853 3.520 3.333 105,61
5 Maba Utara 9.663 5.100 4.563 111,77
6 Wasile 11.585 5.984 5.601 106,84
7 Wasile Selatan  15.145 7.922 7.223 109,68
8  Wasile Timur 12.085 6.180 5.905 104,66
9 Wasile Tengah  6.564 3.324 3.240 102,59
10 Wasile Utara 5.675 2.946 2.729 107,95
Halmahera Timur  100.473 51.954 48.519 107,08

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur (2025), diolah

Kesenjangan komposisi gender dalam struktur jumlah penduduk ini penting
untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, khususnya dalam penyediaan
layanan dasar yang responsif gender seperti pendidikan, kesehatan reproduksi, dan
pemberdayaan ekonomi. Di sisi lain, ketimpangan ini juga bisa menjadi cerminan
tidak langsung dari preferensi lapangan kerja atau karakteristik migrasi yang
didorong oleh sektor-sektor ekonomi tertentu. Oleh karena itu, perspektif distribusi
umur akan sangat bermnfaat dalam menilai ketahanan demografi daerah secara lebih

menyeluruh.

Struktur umur penduduk Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024
menggambarkan kondisi demografis yang masih relatif muda namun mulai
menunjukkan tanda-tanda transisi menuju struktur yang lebih seimbang. Penduduk
usia 0-14 tahun mencapai sekitar 25,14% dari total populasi, yang didominasi oleh
kelompok usia 5-9 tahun (9,47%) dan 10-14 tahun (9,93%). Komposisi ini
menandakan bahwa tingkat ketergantungan anak masih cukup tinggi, sehingga
kebijakan pembangunan daerah perlu tetap memberikan perhatian besar terhadap
pemenuhan kebutuhan dasar anak, khususnya akses pendidikan, kesehatan ibu dan
anak, serta pemenuhan gizi dan perlindungan sosial bagi keluarga dengan anak-anak
usia dini. Angka ini juga mengindikasikan tingginya kebutuhan akan kapasitas

lembaga pendidikan dasar dan layanan kesehatan primer di tahun-tahun mendatang.
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Sementara itu, penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai sekitar
68,94% dari total penduduk, mencerminkan peluang besar bagi pemanfaatan bonus
demografi. Kelompok usia remaja dan dewasa muda (15-24 tahun) sendiri mencakup
hampir 20% populasi, yang menunjukkan potensi tenaga kerja baru yang sangat besar
bagi pertumbuhan ekonomi lokal jika ditopang oleh sistem pendidikan menengah dan
tinggi yang adaptif serta pasar kerja yang inklusif. Kelompok usia kerja aktif lainnya,
seperti usia 25-29 tahun (9,17%) dan 30-34 tahun (8,33%), juga menunjukkan
proporsi signifikan, yang dapat menjadi motor pembangunan daerah apabila ditopang
oleh investasi pada pelatihan vokasi, program kewirausahaan, serta pengembangan
ekonomi lokal yang mampu menyerap angkatan kerja usia muda.

Di sisi lain, penduduk usia 65 tahun ke atas mencapai sekitar 4,35%, yang
masih tergolong rendah namun penting untuk dicermati seiring bertambahnya usia
harapan hidup dan peningkatan akses layanan kesehatan. Komposisi usia lanjut ini
terdiri dari kelompok 65-69 tahun (2,02%), 70—74 tahun (1,05%), dan 75 tahun ke
atas (1,28%). Keberadaan kelompok usia lanjut yang mulai menanjak menuntut
kesiapan sistem sosial dan layanan publik dalam menghadapi tantangan penuaan
penduduk di masa mendatang. Gambar berikut menyajikan piramida penduduk

Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024.

Tabel 2. 29 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Berdasarkan Registrasi Kependudukan
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase (%0)
0-4 2,972 2,697 5,669 91%
5-9 4,816 4,541 9,357 94%

10-14 5,153 4,654 9,807 90%
15-19 5,481 5,006 10,487 91%
20-24 5,191 4,938 10,129 95%
25-29 4,269 4,422 8,691 104%
30-34 4,119 4,109 8,228 100%
35-39 4,127 3,991 8,118 97%
40-44 4,058 3,805 7,863 94%
45-49 3,270 3,058 6,328 94%
50-54 2,491 2,312 4,803 93%
55-59 1,979 1,680 3,659 85%
60-64 1,290 1,213 2,503 94%
65-69 999 937 1,936 94%
70-74 705 566 1,271 80%
75+ 673 591 1,264 88%
Jumlah 51,593 48,520 100,113 94%

Sumber : BPS Kab. Halmahera Timur (2025), diolah
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Dengan komposisi penduduk sebagaimana tersaji, maka rasio ketergantungan
di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 sebesar 94%. Berdasarkan
definisinya, rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara
jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 75 tahun ke
atas (keduanya disebut dengan usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah
penduduk usia 15-75 tahun (usia produktif, yang dinyatakan dalam persen). Rasio
ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Dalam
konteks ini, semakin tinggi dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban
yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk
yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Di samping itu, melalui rasio
ketergantungan juga dapat diketahui berapa persen penduduk yang berpotensi
sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia
15-75 tahun.

Berdasarkan rasio ketergantungan 94% artinya bahwa pada tahun 2024 untuk
setiap 100 orang di Kabupaten Halmahera Timur yang berusia kerja (dianggap
produktif) masih mempunyai tanggungan sebanyak 38-39 orang yang belum
produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Secara umum besaran rasio
ketergantungan dapat menunjukkan beban ekonomi bagi penduduk umur produktif
(usia kerja) di Kabupaten Halmahera Timur yang menanggung penduduk pada umur
belum produktif dan tidak produktif.

Gambaran lengkap piramida penduduk Kabupaten Halmahera Timur tahun
2024 dapat dilihat pada gambar berikut.
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m Laki-Laki Perempuan

B 5+
B 70-74
I 65-69
I 60-64
I 55-59
N 50-54
I 45-49
P 40-44
PN 35-39
P 30-34
P 25-29
P 20-24
P 15-19
I 10-14
P 59
P 04
Gambar 2. 10 Piramida Penduduk

Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Sebagian besar penduduk Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024
tercatat berdasarkan registrasi kependudukan, beragama Islam yaitu dengan proporsi
65,16 persen, kemudian Kristen Protestan sebesar 34,03 persen, sertaKristen Katolik
sebesar 0,78 persen. Tercatat setengah dari jumlah Kecamatanmemiliki proporsi
penduduk yang lebih dari setengahnya beragama Islam, yaitu Kecamatan Kota Maba,
Kecamatan Maba Selatan, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Wasile, dan
Kecamatan Wasile Timur.

Tabel berikut menyajikan komposisi penduduk berdasarkan agama yang

dianut menurut kecamatan pada tahun 2024.

Tabel 2. 30 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Menurut
Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024

No Kecamatan Proporsi (persen)
Islam Protestan Katolik Hindu Budha
1 Kota Maba 90,15 9,27 0,50 - 0,08
2 Maba 49,43 50,51 0,06 - -
3 Maba Selatan 99,68 0,14 0,18 - -
4 Maba Tengah 70,06 28,52 1,42 - -
5 Maba Utara 49,26 46,52 4,08 0,05 0,09
6 Wasile 91,92 7,82 0,26 - -
7 Wasile Selatan 43,81 56,15 0,01 - 0,03
8 Wasile Timur 85,64 14,21 0,11 0,02 0,02
9 Wasile Tengah 36,57 63,42 0,02 - -
10  Wasile Utara 15,61 81,53 2,86 - -
i Halmahera Timur 65,16 34,03 0,78 0,01 0,02
> Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur (2025), diolah
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2.2.
2.2.1.

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan struktur dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera
Timur dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yangmerupakan
salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatudaerah dalam
suatu periode tertentu. PDRB merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa
yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB maupun
agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga
berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun
berjalan, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) penilaiannya didasarkan

kepada harga satu tahun dasar tertentu.

Nilai PDRB Kabupaten Halmahera Timur atas dasar harga berlaku (ADHB)
pada tahun 2024 mencapai 5,40 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini
mengalami kenaikan sebesar 0,15 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023.
Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai produksi pada beberapa lapangan
usaha dan karena adanya faktor inflasi. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga
konstan (ADHK) 2010, nilai PDRB pada tahun 2024 sebesar 3,32 triliun rupiah, atau
secara riil mengalami peningkatan sebesar 0.12 triliun rupiah dibandingkan dengan
tahun 2023 atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,64 persen pada tahun 2024. Hal
ini dipengaruhi oleh pertumbuhan pada beberapa sektor/ lapangan usaha, seperti pada
lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta

pada Administrasi Pemerintahan.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Halmahera Timur
pada tahun 2024 dihasilkan oleh sektor/ lapangan usaha Pertambangan dan
Penggalian, yaitu sebesar 42,40 persen (menurun dari nilai kontribusi sebesar 45,53
persen pada tahun 2023), selanjutnya adalah pada lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan, sebesar 17,14 persen (meningkat dari nilai kontribusi
sebesar 16,19 persen pada tahun 2023), disusul oleh sektor/ lapangan usaha
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,20
persen (meningkat dari nilai kontribusi sebesar 10,60 persen pada tahun 2023).
Berikutnya adalah sektor/ lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
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dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,84 persen (meningkat dari nilai kontribusi
sebesar 9,78 persen pada tahun 2023) dan sektor/ lapangan usaha Konstruksi sebesar

8,07 persen (menurun dari nilai kontribusi sebesar 8,21 persen pada tahun 2023).

Tabel-tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB
ADHB Kabupaten Halmahera Timur serta kontribusi masing-masing lapangan usaha
dan komponen pengeluaran dalam kurun tahun 2020-2024.

Tabel 2. 31 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
PDRB ADHB (Milyar Rupiah)
2020 2021 2022 2023 2024

No Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan,

L o Perikaan 729,76 760,33 792,78 84943 92459

o  Pertambangan dan 1.113,13 1.419,40 151534 238829 2.287,98
Penggalian

3 Industri Pengolahan 12902 11103 116,78 126,33 _ 13567

4 gzzgadaa” Listrik dan 1,42 1,51 1,79 5,58 5,98
Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah,

5 o Dt 0,14 0,14 0,16 0,16 0,19
Ulang

6 Konstruksi 319,86 357,13 38584 430,75 43566

Perdagangan Besar dan
7 Eceran; Reparasi Mobil 458,82 480,93 535,07 555,93 604,39
dan Sepeda Motor
Transportasi dan

8 58,97 61,05 73,11 82,49 91,82
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi

9 & Makan Minum 6,63 6,83 7,21 7,43 7,82

10 Informasi dan 7422 7837 80,85 83,56 86,54
Komunikasi

17  Jasa Keuangan dan 4392 4912 5360 5585 6500
Asuransi

12  Real Estate 2,29 2,34 2,40 2,47 2,37

13 Jasa Perusahaan 10,46 10,65 11,24 11,66 13,00
Administrasi
Pemerintahan,

14 Pertahanan dan 479,42 472,87 493,64 512,87 584,75
Jaminan Sosial Wajib

15 Jasa Pendidikan 69,07 71,03 73,84 80,18 92,03

16 Jasa Kesehatan dan 3404 3704 3819 4133 4535
Kegiatan Sosial

17  Jasa lainnya 10,11 10,54 11,02 11,47 12,65

PDRB 3.541,28 3.930,32 4.192,86 5.245,78 5.395,88

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah
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Tabel 2. 32 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

RKPD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2026 %,

PDRB ADHB (Milyar Rupiah)

No SIS 2020 2021 2022 2023 2024
1  Konsumsi Rumah Tangga 1.562,16 1.622,40 1.734,85 1.865,50 1.997,74
2  Konsumsi LNPRT 87,27 89,39 96,67 113,04 129,85
3 Konsumsi Pemerintah 890,34 905,32 1.030,34 1.262,76 1.711,37
4 ';fumtge”t“ka” Modal Tetap ) 17966 147207 146146 223053 2.26255
5  Perubahan Inventori 3,14 7,13 14,06 16,45 74,52
6  Net Ekspor Barang dan Jasa 175,02 165,99 116,4 209,71 780,15
PDRB 3.348,59 354128 3.930,32 4.192,86 5.245,78

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah

Tabel 2. 33 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

Distribusi PDRB ADHB (persen)

No Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2061 193 1891 16,19 17,14
2  Pertambangan dan Penggalian 3143 36,11 36,14 4553 42,4
3 Industri Pengolahan 3,64 2,82 2,76 2,41 2,51
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,04 0,11 0,11
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah dan 0 0 0 0 0

Daur Ulang
6 Konstruksi 9,03 9,09 9,2 8,21 8,07
Perdagangan Besar dan Eceran;
! Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1296 1224 12,76 10.6 11,20
8 Transportasi dan Pergudangan 1,67 1,55 1,74 1,57 1,70
9 Pe_nyediaan Akomodasi & Makan 0,19 017 017 0,14 0,15
Minum

10 Informasi dan Komunikasi 2,1 1,99 1,93 1,59 1,60
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 1,24 1,25 1,28 1,06 1,21
12 Real Estate 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04
13 Jasa Perusahaan 0,30 0,27 0,27 0,22 0,24

Administrasi Pemerintahan,

14 Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 13541203 1L77 9,78 10,84
15  Jasa Pendidikan 1,95 1,81 1,76 1,53 1,71
16  Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,96 0,94 0,91 0,79 0,84
17 Jasa lainnya 0,29 0,27 0,26 0,22 0,23

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah
Tabel 2. 34 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
No Lapangan Usaha distribusi PDRB ADHB (persen)
2020 2021 2022 2023 2024
1  Konsumsi Rumah Tangga 4411 4128 4138 3556 37,02
2  Konsumsi LNPRT 2,46 2,27 2,31 2,15 2,41
3 Konsumsi Pemerintah 2514 2303 2457 2407 31,72
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 3331 3745 3486 4252 41,93
5  Perubahan Inventori 0,09 0,18 0,34 0,31 1,38
6  Net Ekspor Barang dan Jasa 4,94 4,22 2,78 4,00 14,46
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah
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PDRD ADHK Berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, nilai
PDRB Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Ini
dipengaruhi oleh meningkatnya nilai produksi pada beberapa sektor/ lapangan usaha
yang sudah tidak terpengaruh oleh faktor kenaikan harga/ inflasi. Nilai PDRB
Kabupaten Halmahera Timur atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, pada tahun
2024 adalah sebesar 3,32 triliun rupiah. Secara riil, angka ini meningkat sebesar
116,53 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa
selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,64 persen, melambat
secara signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang
sebesar 26,56 persen. Dalam kurun lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten
Halmahera Timur mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Laju pertumbuhan
ekonomi tertinggi dalam lima tahun terakhir atau bahkan dalam sepuluh tahun
terakhir terjadi di tahun 2023, dengan laju sebesar 26,56 persen, disebabkan oleh
pertumbuhan yang sangat tinggi pada sektor/ lapangan usaha Pertambangan dan
Penggalian. Akan tetapi, di tahun 2024 pertumbuhan kembali melambat menjadi 3,64
persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi paling rendah terjadi pada tahun 2020,

yaitu hanya sebesar 0,24 persen yang disebabkan oleh dampak pandemi covid-19.
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Gambar 2. 11 Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kab. Halmahera Timur, 2025, diolah)

Salah satu yang mendorong meningkat-pesatnya sektor/ lapangan usaha

Pertambangan dan Penggalian adalah meningkatnya aktivitas produksi tambang ore
\ nikel yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang nikel di Kabupaten

Halmahera Timur. Penambahan perusaha-perusahaan tambang nikel baru yang

A
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beroperasi dan mendapatkan izin penambangan selama tahun 2023, seperti PT.
Indobumi Nikel di Desa Dakaino, Kec. Wasile Timur, PT. Alngit Raya di Desa
Wailukum, Kec. Kota Maba dan lain sebagainya. Selain itu juga, adanya
penambahan/ pembukaan akses pelabuhan/jetty baru selama tahun 2023 menjadi
fenomena bahwa produksi ore nikel selama tahun 2023 yang diekspor ke luar daerah
meningkat pesat dibandingkan tahun sebelumnya dan mengakibatkan di tahun 2024
produksi di sektor pertambangan nilainya tetap besar walaupun lajunya melambat.
Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ini disebabkan oleh
dampak pandemi covid-19, yang memberikan dampak terhadap menurunnya
aktivitas produksi pada beberapa sektor/ lapangan usaha. Seperti pada sektor/
lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Konstruksi,
Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta
pada Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama tahun
2020. Kebijakan pembatasan aktivitas perekonomian ke luar daerah menjadi alasan
utama melambatnya perekonomian pada tahun 2020 ini, karena hasil produksi dari
beberapa sektor/ lapangan usaha tidak dapat diperdagangkan atau dihasilkan.

Tabel 2. 35 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

PDRB ADHK (milyar)

RKPD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2026 %,

No HEIBERE R 2020 2021 2022 2023 2024
1  Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 455,84 468,48 475,76 490,86 510,97
2  Pertambangan dan Penggalian 679,45 856,47 84294  1.469,47 1.494,04
3 Industri Pengolahan 96,15 82,00 82,29 83,86 87,01
4 Pengadaan Listrik dan Gas 1,05 1,12 1,27 3,94 4,15
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Limbah 011 011 0,12 0,12 0,13

dan Daur Ulang
6  Konstruksi 209,19 224,14 229,68 244,15 243,20
Perdagangan Besar dan Eceran;
7 Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 323,66 334,98 355,67 358,88 386,85
8  Transportasi dan Pergudangan 38,23 38,26 41,79 43,82 46,8
9 Pe_nyediaan Akomodasi & Makan 4.84 4.95 5,12 5,18 5,20
Minum

10 Informasi dan Komunikasi 61,8 65,06 66,55 66,64 67,38
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 29,50 31,22 31,55 32,31 37,76
12 Real Estate 1,67 1,70 1,71 1,73 1,62
13 Jasa Perusahaan 7,14 7,14 7,39 7,45 7,89

Administrasi Pemerintahan,
14 Pertanahan dan Jaminan Sosial 311,36 306,93 308,53 312,08 337,71
Wajib

15 Jasa Pendidikan 47,40 47,930 48,88 50,29 55,24
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 22,59 24,4 24,92 25,79 27,13
17 Jasa lainnya 7,22 7,47 7,75 7,85 8,34

PDRB 2.297,20 2.502,40 2.532,00 3.204,40 3.320,94

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah
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Tabel 2. 36 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

PDRB ADHK (milyar)

RKPD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2026 %,

N EEIRITE BEEE 2020 2021 2022 2023 2024
1  Konsumsi Rumah Tangga 1.026,47 1.031,67 1.077,40 1.109,75 1.165,36
2  Konsumsi LNPRT 54,39 54,86 57,10 61,87 67,92
3 Konsumsi Pemerintah 455,46 452,42 497,73 588,37 792,81
4 ';fumtge”t“ka” Modal Tetap 77055 96113 01767 135579 1.359,96
5 Perubahan Inventori -2,3 5,19 -4,04 -4,13 35,67
6 ﬁes;EkSpor Barang dan 7,34 291 -1394 9275  -100,78
PDRB 2.297,20 2.502,36 2.531,92 3.204,40 3.320,94
Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah
Tabel 2. 37 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)
A IRl R 2020 2021 2022 2023 2024
1 Per'_canlan, Kehutanan, dan 4,63 2,77 1,55 317 41
Perikanan
2 Pertambangan dan Penggalian -1,77 26,05 -1,58 74,33 1,67
3 Industri Pengolahan -12,13 -14,72 0,35 1,90 3,77
4 Pengadaan Listrik dan Gas 5,44 6,80 13,27 210,73 5,51
Pengadaan Air, Pengelolaan
S Limbah dan Daur Ulang 1,02 4,90 7,23 3,76 6,92
6 Konstruksi -6,06 7,15 2,47 6,30 -0,39
Perdagangan Besar dan Eceran;
! Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0,01 3,50 6,18 0,90 7,79
8 Transportasi dan Pergudangan -10,42 0,07 9,23 4,86 6,81
9 Pe_nyedlaan Akomodasi & Makan 5.03 231 3.48 111 0,38
Minum
10  Informasi dan Komunikasi 4,32 5,28 2,29 0,14 1,1
11  Jasa Keuangan dan Asuransi 7,45 5,82 1,08 2,38 15,33
12  Real Estate 2,49 1,74 0,59 0,93 -5,98
13 Jasa Perusahaan -0,82 -0,03 3,5 0,86 5,86
Administrasi Pemerintahan,
14  Pertanahan dan Jaminan Sosial 7,78 -1,42 0,52 1,15 8,21
Wajib
15  Jasa Pendidikan 0,88 1,12 1,98 2,88 9,85
16 JSaOs;alfesehatan dan Kegiatan 6,08 7.08 213 3,52 5,19
17 Jasa lainnya 2,00 3,44 3,75 1,26 6,28
PDRB 0,24 8,93 1,18 26,56 3,64
Sumber : BPS BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah
Tabel 2. 38 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
No Lapanaan Usaha Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)
pang 2020 2021 2022 2023 2024
1 Konsumsi Rumah 1,33 0,51 4,43 3 501
Tangga
2  Konsumsi LNPRT -3,51 0,86 4,08 8,36 9,78
3 Konsumsi Pemerintah -6,92 -0,67 10,01 18,21 34,75
4 Pembentukan Modal 37,48 24,73 452 4774 031
Tetap Bruto
5  Perubahan Inventori - - - - -
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Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)

e efprtga Ui 2020 2021 2022 2023 2024
g NetEkspor Barang dan i i i i i
Jasa
PDRB 0,24 8,93 1,18 26,56 3,64
Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Timur, 2025, diolah
2.2.2. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan (PDRB ADHK) per kapita Kabupaten Halmahera Timur pada
tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 33.810 atau mengalami kenaikan sebesar 1,88 persen
dibandingkan tahun 2023. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya PDRB ADHK per
Kapita Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2022 hingga 2024 sudah berada di
bawah rata-rata provinsi dikarenakan akselerasi dari kab/kota yang lain meski tren di
Kabupaten Halmahera Timur juga menunjukkan kenaikan. Perkembangan dan laju
pertumbuhan Pendapatan per Kapita Kabupaten Halmahera Timur yang
dibandingkan dengan kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 serta

rata-rata pada tingkatan provinsi tersaji dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 39 Pendapatan per Kapita
Menurut Kabupaten/KotaProvinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
PDRB ADHK per Kapita (Rupiah

2020 2021 2022 2023 2024

No Kabupaten/Kota

1 Halmahera Barat 11613 11581 11.823 11966 12.545
2 Halmahera Tengah  35.445 90599 179.374 250.036 289.772
3  Kepulauan Sula 15.811 15791  16.150  16.375 17.255
4 Halmahera Selatan 23.118 25923 30937  38.902 47.461
5 Halmahera Utara 18.966 19.275 19.740 19.671 19.788
6 Halmahera Timur  25.133 26.860 26.686  33.187 33.810
7  Pulau Morotai 14.229 14.204 14.384 14.488 15.000
8  Pulau Taliabu 17.211 19.104 19.483 19.705 20.301
9 Ternate 34.922 35441 36.888  38.288 41.205
10 Tidore Kepulauan 17.831 17.763  18.084  18.294 19.219
Maluku Utara 219150 25.191,0 30.526,5 36.267,3 40.684,2

Sumber : BPS; BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, diolah

Tabel 2. 40 Laju Pertumbuhan Pendapatan per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No Kabupaten/Kota

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita (persen)

2020 2021 2022 2023 2024
1 Halmahera Barat 11.613 11.581 11.823 11.966 12.545
2 Halmahera Tengah ~ 35.445 90.599 179.374  250.036 289.772
3 Kepulauan Sula 15.811 15.791 16.150 16.375 17.255
4 Halmahera Selatan ~ 23.118 25.923 30.937 38.902 47.461
5 Halmahera Utara 18.966 19.275 19.740 19.671 19.788
6 Halmahera Timur 25.133 26.860 26.686 33.187 33.810
7 Pulau Morotai 14.229 14.204 14.384 14.488 15.000
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8 Pulau Taliabu 17.211 19.104 19.483 19.705 20.301

9 Ternate 34.922 35.441 36.888 38.288 41.205

10 Tidore Kepulauan ~ 17.831 17.763 18.084 18.294 19.219
Maluku Utara 21.915,0 25.191,0 30.526,5 36.267,3 40'6284’

Sumber : BPS; BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, diolah

2.2.3. Kesenjangan Pendapatan (Indeks Rasio Gini)

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan
pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Angka ini dapat digunakan untuk
memperkuat fenomena yang telah diuraikan sebelumnya terkait pendapatan per
kapita berdasarkan PDRB. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk
garis lurus maka bernilai “0” atau disebut pemerataan sempurna, yang dapat
menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun jika membentuk garis
tidak lurus maka dianggap sebagai ketimpangan pemerataan,dengan nilai “1”” sebagai
ketimpangan sempurna. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat
pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka “1” maka

menunjukan ketimpangan pemerataan masyarakat.

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Halmahera Timur dibandingkan
dengan Provinsi Maluku Utara selama kurun waktu 2020-2024 sebagaimana tersaji

dalam Gambar berikut.
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0.300
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Gambar 2. 12 Rasio Gini

Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Dari Gambar, Indeks Gini Provinsi Maluku Utara cenderung berfluktuasi

selama kurun tahun 2020-2024 sebesar 0,330 di tahun 2020, lalu menurun menjadi
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0,300 pada tahun 2021 dan turun kembali diangka 0,279 pada tahun 2022 lalu
kemudian berfluktuasi kembali menjadi 0,300 dan 0,296 pada tahun 2023 dan 2024.
Sementara indeks rasio gini Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 belum
didapatkan data pasti namun tercatat sebesar 0,297 pada tahun 2023. Secara
keseluruhan, baik Indeks Rasio Gini Provinsi Maluku Utara maupun Kabupaten
Halmahera Timur masih berada pada rentang kategori ketimpangan rendah (<0,4).

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: Pertama,
Head Count Index (HCI = PO0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di
bawah Garis Kemiskinan (GK); Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty
Gap Index = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-
masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks,
maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; Ketiga,
Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index = P2) yang memberikan
gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin
tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluarandi antara penduduk

miskin.

Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur terus mengalami kenaikan.
Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga
komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan
komoditi non makanan. Pada tahun 2024, garis kemiskinan (GK) Kabupaten
Halmahera Timur sebesar Rp. 655,94 ribu perkapita/bulan atau hanya tumbuh
sebesar 1,00 persen dari tahun 2023 yang sebesar Rp. 631,23 ribu perkapita/bulan.
Garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur merupakan yang tertinggi kedua di
Provinsi Maluku Utara setelah Kota Ternate. Kondisi dalam lima tahun terakhir ini
belum mengalami perubahan dimana Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera
Timur merupakan yang tertinggi kedua di Provinsi Maluku Utara. Tren garis
kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur selama lima tahun terakhir sebagaimana

tersaji dalam Gambar berikut.
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Gambar 2. 13 Perkembangan Garis Kemiskinan

Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber : BPS Halmahera Timur Tahun 2025, diolah)

Persentase Penduduk Miskin (P0) sangat ditentukan oleh seberapa banyak
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 12,27 ribu jiwa lebih pada tahun 2024,
mengalami penurunan sebesar 0,03 persen dari tahun sebelumnya, dan merupakan
titik yang terendah dalam lima tahun terakhir. Tren penurunan yang konsisten dalam
periode 2020-2024 ini merupakan indikasi yang baik akan upaya-upaya penurunan
kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur.

Tren perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase
peningkatannya di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun tahun 2020-2024

sebagaimana tersaji pada Gambar di halaman berikut.
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Gambar 2. 14 Perkembangan Penduduk Miskin

BAB 2 Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024
(Sumber : BPS Halmahera Timur Tahun 2025, diolah)
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Jumlah penduduk miskin sebagaimana tersaji pada Gambar tentunya sangat
dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin adalah
penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis
Kemiskinan. Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus
dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan
kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Garis Kemiskinan Makanan — GKM)
ditambah kebutuhan minimum non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan —
GKNM). Dalam hal Garis Kemiskinan Makanan (GKM), paket komoditi kebutuhan
dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan,
daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak,
dil). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan
minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.Paket komoditi
kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi(perumahan, listrik,

minyak tanah, dll)

Bagaimanapun, jumlah penduduk miskin tentunya juga berkaitan dengan
pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Oleh karena itu profil lengkap
kemiskinan suatu wilayah dapat dijelaskan melalui angka persentase penduduk
miskin. Dalam konteks ini, persentase penduduk miskin merupakan perbandingan
antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah
penduduk yang ada pada suatu wilayah. Dari definisi tersebut maka persentase
penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur dibandingkan dengan rata-rata
pada tingkatan Provinsi Maluku Utara pada kurun tahun 2020-2024 sebagaimana

tersaji dalam Gambar berikut.
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\ Gambar 2. 15 Persentase Penduduk Miskin
BAB 2> Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

(Sumber : BPS Halmahera Timur & BPS Provinsi Maluku Utara 2025, diolah)
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Dari Gambar, persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur
pada tahun 2024 sebesar 11,91 persen atau berkurang dibandingkan tahun
sebelumnya, namun masih konsisten pada kisaran dua digit dan masih terpaut jauh
di atas rata- rata Provinsi Maluku Utara. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa
upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
Halmahera Timur bersama masyarakat masih perlu dioptimalkan. Adapun terkait

dengan kesenjangan antar penduduk miskin diuraikan sebagai berikut.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 sebesar 1,49 atau mengalami
kenaikan sebesar 0,61 poin dari tahun sebelumnya. Angka indeks kedalaman
kemiskinan di tahun 2024 ini menjadi paling rendah pada periode 2020-2024. Indeks
Kedalaman kemiskinan mengindikasikan kesenjangan pengeluaran masing-masing
penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur yang
masih berpotensi semakin melebar. Disayangkan Indeks kedalaman kemiskinan
Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir masih berada di atas rata-
rata Provinsi Maluku Utara. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar

berikut.
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Gambar 2. 16 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan

Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, diolah)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024
sebesar 0,33 atau berkurang 0,15 poin dari tahun 2023, dan dalam lima tahun terakhir juga
masih berada di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara. Ini mengindikasikan ketimpangan
pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur masih berpotensi

semakin tinggi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.
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Gambar 2. 17 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan

Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, diolah)

2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan
untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak
terserap oleh pasar kerja. Pengangguran merupakan kondisi dimana seseorang tidak
mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai usaha dan sedang berusaha mencari
pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Secara ekonomi, pengangguran merupakan
efek dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia.
Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan kondisi kelebihan
penawaran tenaga kerja (excess supply) pada pasar kerja dibandingkan lapangan
kerja yang tersedia. Pengangguran dalam konteks ini merupakan keadaan dari
seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh
pekerjaan. Secara singkat, Tingkat Pengangguran Terbuka menggambarkan proporsi
penduduk angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari
kerja/mempersiapkan usaha.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15
tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja
dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah
penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah
tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berdasarkan
publikasi BPS Halmahera Timur, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten
Halmahera Timur pada tahun 2024 diperkirakan sebanyak 70.867 orang, bertambah
sebanyak 874 orang dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 69.993 orang atau
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1,23%. Adapun jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2024 sebanyak 49.382
orang. Perkembangan jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan bukan
angkatan kerja di Kabupaten Halmahera Timur pada periode 2020-2024 dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2. 41 Perkembangan Angkatan Kerja
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Penduduk Usia Kerja (15+) 69,122 70,827 72,5515 69,993 70.867
Angkatan Kerja 45,747 45,894 49,365 49,381 49.382

- Bekerja 43,365 42,783 46,797 47,079 47.251
- Pengangguran 2,382 3,111 2,568 2,302 2.131
Bukan Angkatan Kerja 23,375 24,933 23,150 20,612 21.485
- Sekolah 51 4,398 5,812 5,452 5.407
- Mengurus Rumah
Tangga g 16,294 1831 16028 12,541  13.497
- Lainnya 1,981 2,225 1,310 2,619 2.581

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang tinggi adalah sangat baik untuk
pembangunan suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK), maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak pasokan
tenaga kerja (labour supply) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu
perekonomian. Secara singkat, TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja
terhadap jumlah penduduk usia kerja secara keseluruhan. Berdasarkan Tabel 2.18 dapat
diketahui TPAK Kabupaten Halmahera Timur. TPAK Kabupaten Halmahera Timur pada
2024 tercatat sebesar 69,68 persen, turun 0,87 poin dibanding tahun 2023 yang sebesar
70,55 persen. Meskipun penduduk 15+ Usia Kerja cenderung fluktuasi namun Angkatan
Kerja dalam periode 2020-2024 terus menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan
TPAK mengindikasikan peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga
kerja. TPAK Kabupaten HalmaheraTimur juga masih tetap berada di atas rata-rata Provinsi
Maluku Utara dalam lima tahun terakhir. Gambaran Perkembangan TPAK Kabupaten
Halmahera Timur dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara sepanjang periode
tahun 2020-2024 tersaji dalam Gambar berikut.
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Gambar 2. 18 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, 2025)

Pada akhirnya, dampak dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja

dan peningkatan kesempatan kerja akan berhulu kepada upaya untuk mengurangi

jumlah penduduk yang menganggur. Gambar di halaman berikut menyajikan kondisi

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Halmahera Timur yang dibandingkan

dengan Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2020-2024.

2020

2021 2022 2023 2024

—8-—Halmahera Timur ==@==Maluku Utara

Gambar 2. 19 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, 2025)
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Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Timur pada tahun
2024 tercatat sebesar 4,32 persen atau mengalami penurunan 0,34 poin dari tahun
sebelumnya 2023 sebesar 4,66. Secara umum, angkatan kerja yang menganggur
dapat mencakup mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; yang tak
punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; yang tak punya pekerjaan dan tidak
mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; atau yang
sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Positifnya penurunan TPT
mengindikasikan mulai terserapnya pencari kerja oleh Sektor Pertambangan &
Penggalian yang mulai beroperasi di Halmahera Timur pada Tahun 2024. Pada
akhirnya, dampak dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja dan
peningkatan kesempatan kerja akan berhulu kepada upaya untuk mengurangi jumlah
penduduk yang menganggur.

Indeks Desa Membangun

Perkembangan global yang dimanifestasikan dalam Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) mendorong pemerintah Indonesia
untuk mengubah strategi pembangunannya, antara lain dengan arah kebijakan untuk
membangun dari pinggiran, yakni memperkuat daerah dan desa. Undang-Undang
No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengusung paradigma dan konsep baru kebijakan
tata kelola desa secara nasional, yang tidak lagi menempatkan desa sebagai latar
belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Meningkatnya perhatian
pemerintah pada pembangunan desa memunculkan berbagai upaya untuk
membangun desa melalui pengembangan berbagai model, salah satunya melalui

konsep Desa Membangun.

Konsep Desa Membangun menempatkan desa sebagai subjek pembangunan,
dimana Desa dapat merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dan
memberdayakan sendiri masyarakatnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengembangkan Indeks
Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk
memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang di
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,
yang menargetkan sebanyak 10.559 Desa Mandiri pada tahun 2024. Target
pemerintah untuk meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri tentunya perlu
mendapat dukungan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten

Halmahera Timur. Secara keseluruhan, meskipun skor IDM dan peringkat IDM
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secara nasional Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 mengalami perbaikan
atau peningkatan dari kondisi di tahun 2023, namun masih berada dalam kategori
daerah Berkembang. Perbandingan IDM kabupaten/kota di Maluku Utara
sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 42 Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten/Kota
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2023-2024

No Rank* Kabupaten/Kota  Tahun Status IDM Perubarzoa/:)
279 . 2024 Berkembang 0,7021

1 ————— PulauM 4
244 ulau Morotal 2023 Berkembang ___ 0,6976 045
329 . 2024 Berkembang 0,6699

2 ——— Tidore Kepulauan 0,79
321 P 2023 Berkembang 0,662

3 365 Halmahera Tenaah 2024 Berkembang 0,6338 143
367 g 2023 Berkembang 0,6195 '
360 2024 Berkembang 0,6403

4 ——— Halmahera Utara 1,69
365 2023 Berkembang 0,6234
371 . 2024 Berkembang 0,6255

5 ——— Halmahera Timur 1,35
373 2023 Berkembang 0,612
387 2024 Terti I 0,5911

6 ——— Kepulauan Sula al !ngga 0,11
384 2023 Tertinggal 0,5900
391 2024 Tertinggal 0,5865

7 ———— Halmahera Selatan - 0,90
388 2023 Tertinggal 0,5775
395 . 2024 Tertinggal 0,5765

8 ————  Pulau Taliab - 0,83
382 viau Tallabu 2023 Tertinggal 0,5682

9 _ 3% Halmahera Barat 2024 Tert!nggal 05867 1,10
389 2023 Tertinggal 0,5757
31 2024 Berkembang 0,6159

10 ——— Maluku Utara 1,06
31 2023 Berkembang 0,6053

Sumber: KemenDesPDTTrans, 2025 / *) Peringkat secara Nasional

IDM disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses
akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya
menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai
sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan
memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang
mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial,
dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Aspek sosial (Indeks Ketahanan Sosial, 1KS) memiliki dimensi yang luas,
sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan,
kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi (Indeks Ketahanan
Ekonomi, IKE) dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat,

ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan

11-62

NN J/7

") RKPD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2026



2.2.7.

moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa.
Sedangkan dimensi ekologi (Indeks Ketahanan Lingkungan, IKL) terkait dengan
kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas
lingkungan juga mencakup risiko-risiko yang muncul dari tindakan dan atau
mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan,
kewaspadaan terhadap risiko bencana.

Dari 10 kecamatan, tercatat 8 (delapan) kecamatan dalam kategori
Berkembang, sementara dua lainnya masih dalam kategori tertinggal. Tabel berikut
menyajikan status IDM Kabupaten Halmahera Timur tahun 2024 berdasarkan
kecamatan.

Tabel 2. 43 Indeks Desa Membangun Berdasarkan Dimensi
Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024

No Rank Kecamatan IDM Kategori

1 4.166 Kota Maba 0,6910 Berkembang
2 4.802 Wasile 0,6445 Berkembang
3 4915 Maba Selatan 0,6563 Berkembang
4 5.014 Wasile Timur 0,6309 Berkembang
5 5.088 Maba 0,6462 Berkembang
6 5.219 Maba Tengah 0,6228 Berkembang
7 5.309  Wasile Selatan 0,5932 Berkembang
8 5.567  Wasile Tengah 0,5964 Berkembang
9 5.753 Maba Utara 0,5623 Tertinggal
10 5.967 Wasile Utara 0,5294 Tertinggal

Sumber: KemenDesPDTTrans, 2025

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator
kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia
yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur
panjang dan hidup sehat (usia harapan hidup), pengetahuan (rata-rata lama sekolah
dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil
yang disesuaikan). IPM Kabupaten Halmahera Timur dari tahun ke tahun konsisten
mengalami peningkatan.

IPM Kabupaten Halmahera Timur dari tahun ke tahun konsisten mengalami
peningkatan. IPM Kabupaten Halmahera Timur meningkat dari 67,47 pada tahun
2020 menjadi 70,35 pada tahun 2024. Pada tahun 2024 IPM Halmahera Timur
memasuki babak baru dimana IPM Halmahera Timur berada pada kategori Tinggi
(>70<80). IPM Kabupaten Halmahera Timur sejauh ini juga masih konsisten berada
dibawah rata-rata IPM provinsi Maluku Utara, namun dengan dengan jarak atau
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selisih yang semakin mengecil dari tahun ke tahun. Selisih atau jarak tersebut dapat
menjadi ukuran seberapa percepatan peningkatan IPM Kabupaten Halmahera Timur
dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara. Gambaran perkembangan
IPM Kabupaten Halmahera Timur dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara

dalam kurun tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat dalam Gambar berikut.

74 73.4 0.00

73 -0.50
72 -1.00
71 -1.50
70 -2.00
69 -2.50
68 -3.00
67 -3.50
66 -4.00
65 -4.50
64 -5.00

2020 2021 2022 2023 2024

Halmahera Timur = Maluku Utara === Selisih

Gambar 2. 20 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), didefinisikan sebagai rata-rata
tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai
umur X, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di
lingkungan masyarakatnya. Capaian UHH Kabupaten Halmahera Timur terus
meningkat dari tahun ke tahun.

Angka UHH Kabupaten Halmahera Timur naik dari 70,46 pada tahun pada
2020 menjadi 71,70 tahun pada tahun 2024. Sebagaimana tersaji pada Gambar
berikut, UHH Kabupaten Halmahera Timur masih konsisten berada di atas rata-rata
provinsi Maluku Utara, dengan selisih yang semakin membesar dari tahun ke tahun.
Kondisi ini mengindikasikan pencapaian UHH Kabupaten Halmahera Timur lebih
berakselerasi dibandingkat rata-rata provinsi.

BAB 2>
/‘ GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11-64

NN J/7




?i RKPD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2026 %,

0.7 72
0.6 71.70
0.65
0.6 : : 715
0.5 . 1.03 71.05
0.4 70.76 1
04 7046 : 70.47
70.5
70.17
03 70.06 0
70
0.2
0.1 69.5
0 69
2020 2021 2022 2023 2024
mmmm Halmahera Timur Maluku Utara === Selisih

Gambar 2. 21 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup

Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dalam
dimensi pengetahuan yang membentuk IPM, yang didefinisikan sebagai jumlah
tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat
digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah.
Dalam perhitungannya, lama sekolah selama 6 untuk penduduk yangtamat SD, 9
tahun untuk tamat SMP dan 12 tahun untuk tamat SMA, tanpa memperhitungkan
apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Seiring dengan program wajib belajar 12
tahun sejak tahun 2015 maka idealnya RLS minimal adalah 12 tahun. Angka RLS
Kabupaten Halmahera Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak 2020
sehingga mencapai angka tertingginya, yaitu 8,88 persen di tahun 2024. Hal ini
mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Kabupaten Halmahera
Timur pada tahun 2024 telah menempuh pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas I11).
Tren kenaikan setiap tahun ini merupakan merupakan modal penting dalam
membangun kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Halmahera
Timur yang lebih baik. Namun demikian capaian RLS Kabupaten Halmahera Timur

masih tetap berada di bawah rata-rata RLS provinsi Maluku Utara.

Selisih atau jarak RLS Kabupaten Halmahera Timur terhadap rata-rata
provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 mulai mengecil dibandingkan dengan
kondisi di tahun sebelumnya. Gambaran perbandingan RLS Halmahera Timur dan

\ rata-rata provinsi Maluku Utara selengkapnya dalam kurun tahun 2020-2024
> disajikan dalam Gambar berikut.
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Gambar 2. 22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah

Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Harapan Lama Sekolah (HLS), merupakan komponen kedua dalam dimensi
pengetahuan yang membetuk IPM. HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang
penduduk dimulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan
sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal, yang menggambarkan
lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur
tertentu di masa mendatang. Dalam konteks ini, pada tahun 2024 penduduk
Halmahera Timur usia tertentu (>7 tahun) berpotensi menempuh pendidikan hingga
lulus SMA/sederajat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat setara Diploma I. Ini
dapat dilihat dari angka HLS yang mencapai 12,89 tahun ~13 tahun. Sebagaimana
tersaji dalam Gambar 2.23 di halaman berikut, angka HLS Kabupaten Halmahera
Timur masih konsisten berada di bawah rata-rata provinsi Maluku Utara dalam lima
tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa harapan lama sekolah seorang anak
usia tujuh tahun di tingkatan provinsi lebih tinggi dibandingkan di Kabupaten
Halmahera Timur. Namun demikian, jika pada tahun 2020 jarak atau selisin HLS
Kabupaten Halmahera Timur dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara sebesar 0,89
tahun, pada tahun 2024 sedikit membaik dengan selisih angka 0,86 tahun. Ini
mengindikasikan peningkatan HLS Kabupaten Halmahera Timur mulai lebih
berakselerasi dalam lima tahun terakhir.
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Gambar 2. 23 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah

Kabupaten Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)

Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, adalah representasi dari
dimensi hidup layak, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas
daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Keseimbangan kemampuan berbelanja
atau paritas daya beli adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghitung
sebuah alternatif nilai tukar antar mata uang dari dua negara. Gambar berikut
menyajikan perkembangan Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (PPK)
Kabupaten Halmahera Timur dan rata-rata provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun
2020-2024.
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Gambar 2. 24 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita
Riil Disesuaikan Kabupaten

Halmahera Timur dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2024, diolah)
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Indeks Pembangunan Gender

Secara umum istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran
perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah
pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki
dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan
laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau

kebiasaan masyarakat.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem
danstruktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada
sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-
laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu
kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi,
seimbang dan harmonis. Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Gender (IPG)
merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian
dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan

pencapaian IPM laki-laki dan perempuan.

IPG Halmahera Timur menunjukkan tren positif selama periode 2020—-2024.
Pada tahun 2020, nilai IPG tercatat sebesar 81,46 dan meningkat secara konsisten
hingga mencapai 82,73 pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa
kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam hal indikator dasar
pembangunan seperti harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan cenderung
menurun. Meski demikian, nilai tersebut masih relatif tertinggal dibandingkan
dengan rerata Provinsi Maluku Utara yang telah mencapai 90,87 pada tahun 2024.
Artinya, perempuan di Halmahera Timur masih mengalami keterbatasan dalam
memperoleh hasil pembangunan yang setara dengan laki-laki, terutama dalam aspek

ekonomi dan pendidikan tinggi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur keterlibatan perempuan
dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan
keterwakilan di tingkat legislatif menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Pada
tahun 2020, IDG Halmahera Timur berada di angka 50,84 dan mengalami sedikit
peningkatan menjadi 51,23 pada 2021. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022
dan 2023 masing-masing ke angka 50,20 dan 50,05, sebelum naik kembali menjadi
50,49 pada 2024. Nilai IDG ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan perempuan
masih mengalami stagnasi dan bahkan sempat mengalami regresi. Jika dibandingkan
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dengan rerata provinsi yang mencapai 80,08 pada tahun 2024, ketimpangan yang
signifikan masih menjadi tantangan serius yang harus diatasi dengan kebijakan
afirmatif dan struktural yang lebih kuat.

Rendahnya IDG di Halmahera Timur dapat disebabkan oleh beberapa faktor
mendasar. Pertama, representasi perempuan dalam jabatan strategis, baik di
pemerintahan maupun legislatif, masih terbatas. Kedua, akses perempuan terhadap
pekerjaan yang layak dan posisi manajerial juga masih rendah, yang mencerminkan
ketimpangan dalam penguasaan sumber daya ekonomi. Ketiga, masih terdapat
hambatan budaya dan norma sosial yang menghambat partisipasi perempuan secara
aktif dalam ruang publik dan proses pengambilan keputusan. Sementara itu, tren IPG
yang meningkat tetapi IDG yang stagnan menunjukkan adanya paradoks: meskipun
akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi perempuan telah membaik, hal
tersebut belum secara langsung mendorong peningkatan kekuatan dan posisi
perempuan dalam struktur sosial dan ekonomi lokal. Hal ini memperkuat argumen
bahwa pencapaian pembangunan gender tidak cukup hanya dengan memperbaiki
akses layanan dasar, tetapi juga harus menyasar transformasi kelembagaan dan

norma sosial yang diskriminatif. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar

berikut.
. 9087
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Gambar 2.25 Indeks Pembangunan & Pemberdayaan Gender

Kabupaten Halmahera Timur & Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025, diolah)
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2.3.
2.3.1.

A)

1)

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Gambaran
capaian kinerja pada urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Halmahera Timur
sampai dengan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.
Pendidikan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan pendidikan adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2)
Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4)
Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan
pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam
Daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan
oleh masyarakat. (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan (8) Pembinaan bahasa dan
sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Gambaran pencapaian kinerja pembangunan pada urusan pelayanan dasar
pendidikan Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 dapat diuraikan

sebagai berikut.

Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan
keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta
mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan
dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup
dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan
dasar. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (Ml)
atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan
madrasah tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat.

Hingga tahun 2024, jumlah satuan pendidikan dasar pada jenjang
SD/sederajatdi Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 108 sekolah, yang terdiri dari
101 SD di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 7 Ml
yang beradadi bawah naungan Kementerian Agama. Pada jenjang SMP/sederajat
sebanyak 55 sekolah, yang terdiri dari 45 SMP di bawah naungan Kementerian
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Pendidikan dan Kebudayaan serta 10 MTs yang berada di bawah naungan
Kementerian Agama. Perkembangan jumlah satuan pendidikan dasar di Kabupaten
Halmahera Timur dalam periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.44,

sementara sebaran sekolah menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.44. Jumlah SD/sederajat dan SMP/sederajat
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

Jenjang Jumlah Sekolah

Pendidikan 2020 2021 2022 2023 2024
SD/sederajat
SD 100 101 101
Ml 7 7 7
Jumlah 107 108 108
SMP/sederajat
SMP 43 45 45
MTs 10 10 10
Jumlah 53 55 55

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2025

Tabel 2.45. Sebaran SD/sederajat dan SMP/sederajat Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024

SD/sederajat SMP/sederajat
No Kecamatan SD Mi SMP MTs
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
1 Maba Selatan 10 - 10 - 1 1 4 - 4 1 1 2
2  Kota Maba 6 1 7 - 2 2 3 2 5 - 1 1
3  Wasile Selatan 20 - 20 - - - 10 - 10 - 1 1
4  Wasile 7 - 7 - 2 2 2 2 1 - 1
5  Wasile Timur 11 - 11 - 1 1 3 1 4 - 2 2
6  Wasile Tengah 8 - 8 - - - 3 - 3 - - -
7  Wasile Utara 7 - 7 - - - 3 - 3 - - -
8 Maba 6 1 7 - 1 1 3 1 4 - 1 1
9 Maba Tengah 11 - 11 - - - 3 - 3 - 1 1
10 Maba Utara 13 - 13 - - - 7 - 7 - 1 1
Total 99 2 101 - 7 7 41 4 45 2 8 10

a

4

N

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2024/ N (Negeri); S (Swasta); Jml (Jumlah)

Angka Partisipasi

Dengan semakin banyaknya sekolah yang tersedia pada jenjang pendidikan
dasar, tentunya diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan
pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait akses pelayanan
pendidikan dasar, dapat dijelaskan melalui sejumlah indikator, antara lain Angka
Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi
Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga
pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang
digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi
penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah maka semakin
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besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan pada suatu
wilayah. APS didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok
usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan
penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.
Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah
bersekolah di semua jenjang pendidikan. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak
akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari

murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun
usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu,
dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator paling sederhana yang dapat
digunakan untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing
jenjang pendidikan. APK sering digunakan untuk mengukur keberhasilan program
pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas
kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK juga dapat
memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada
jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Hasil perhitungan APK ini
digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang
pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan
semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada

suatu wilayah.

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia
yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang
sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat
pendidikan tertentu. Dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang
lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di
jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Nilai APM berkisar antara
0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat
memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh
anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100
persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK, dikarenakan APK
memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan

yang bersangkutan. Gambaran perkembangan APS, APK dan APM pendidikan dasar
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di Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun tahun 2020-2024 tersaji dalam Tabel
di halaman berikut.

Tabel 2.46. Perkembangan APS, APK dan APM Pendidikan Dasar
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

Persentase
2020 2021 2022 2023 2024

Uraian

Angka Partisipasi Sekolah

(APS)*

7-12 Tahun 99,15 98,78 99,92
13-15 Tahun 96,21 96,25 99,92
Angka Partisipasi Kasar

(APK)**

SD 109,2 107,81 100,50 9855 96,29
SMP 105,19 102,13 10555 104,24 104,98
Angka Partisipasi Murni

(APM)**

SD 93,44 90,69 8830 8745 8596
SMP 74,74 65,34 7434 7535 76,35

Sumber: *) BPS Provinsi Maluku Utara, 2025
**) Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2025 (Gabungan Data Kemendikbud dan Kemenag)

Angka Putus Sekolah dan Kelulusan Siswa

Disamping menjamin ketersediaan sekolah yang mencukupi kebutuhan
masyarakat, pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Timur masih
dihadapkan dengan jaminan keberlanjutan pendidikan dari para peserta didik. Dalam
konteks ini masih ada anak didik yang mengalami putus sekolah. Adapun Angka
kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tandatamat
belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan

pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel berikut menyajikan Angka putus sekolah dan Angka kelulusan ujian
siswa pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Timur sepanjang periode
tahun 2020-2024.

Tabel 2.47. Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan 2020 2021 2022 2023 2024
Angka Putus Sekolah
(persen)
SD 2,22 2,01 2,01 1,85 1,32
SMP 3,78 3,70 3,17 2,68 2,53
Angka Kelulusan (persen)
SD 100 100 100 100 100
SMP 100 100 100 100 100

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2025
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Kondisi Ruang Kelas

Kelas adalah ruang tempat belajar di sekolah, serta merupakan taman belajar
bagi siswa dan menjadi tempat mereka bertumbuh dan berkembang, baik secara fisik,
intelektual maupun emosional. Dalam konteks ini kondisi ruang kelas merupakan
segala sesuatu memudahkan anak didik. Segala sesuatu yang diperlukandalam proses
belajar mengajar yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan
pendidikan berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Lingkungan belajar yang
tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi yang
berantakan, menyebabkan siswa kurang semangat dalam belajar. Oleh karena itu,
kondisi ruang kelas yang baik akan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan
kondusif bagi para peserta didik. Sebagaimana tersaji pada Tabel berikut, masih
terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak berat maupun rusak sedang di Kabupaten

Halmahera Timur.

Tabel 2.48. Kondisi Ruangan Kelas SD dan SMP Di
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No Jenjang Pendidikan 2020 2021 2022 2023 2024

1 SD
Baik/Rusak Ringan (%) 65,21 80,73 75.33  66.10 66.10
Rusak Sedang (%) 17.55 16.61 20,35 2455 24.55
Rusak Berat/Rusak Total (%) 17.22 2.64 4.30 0.44 0.44

2 SMP
Baik/Rusak Ringan (%) 70.00 75.42 7751  68.99 68.99
Rusak Sedang (%) 16.00 23.75 14.06  25.97 25.97
Rusak Berat/Rusak Total (%) 14.00 0.43 8.43 5.04 5.04

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2025
Kualifikasi dan Sertifikasi Guru

Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dengan meningkatkan sarana
prasarananya, melainkan juga dengan menetapkan kualifikasi guru sebagai tenaga
pengajar. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru
wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani
dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional. Kualifikasi akademik dimaksud dapat dilihat melalui tingkat pendidikan
terakhir yang ditamatkan. Dalam hal ini Guru pada jenjang pendidikan dasar harus
memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma Empat (D-1V) atau Sarjana (S1)

sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Rl No. 16 Tahun 2007.

Perkembangan guru SD dan SMP berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1
dan bersertifikasi di Kabupaten Halmahera Timur sepanjang periode tahun 2021-
2024 dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.
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Tabel 2.49. Persentase Guru SD dan SMP Berkualifikasi
Pendidikan D4/S1 dan Bersertfikasi
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2024

Jenjang Pendidikan 2021 2022 2023 2024
SD
Total Jumlah Guru 633 668 728 771
Jumlah Guru yang Berkualifikasi Pendidikan >

D4/S1 513 544 593 629

Persentase Guru SD yang Berkualifikasi

Pendidikan > D4/S1 13.33 1139 1471 13,16

Jumlah Guru yang Bersertifikat Pendidik 99 102 109 112
Persentase Guru SD yang Bersertifikat 15.63 1526 14.97 14,50
SMP

Total Jumlah Guru 312 343 438 463
IJ:;JEéalh Guru yang Berkualifikasi Pendidikan > 278 311 404 433

Persentase Guru SMP yang Berkualifikasi
Pendidikan > D4/S1 89.10 90.67 92.23 93,50

Jumlah Guru yang Bersertifikat Pendidik 51 56 72 76

Persentase Guru SMP yang Bersertifikat Pendidik 20,44 3263 2494 28,89

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2025

Akreditasi Sekolah

Dalam rangka memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara
sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu
pada satuan pendidikan secara mandiri, maka layanan pendidikan yang diberikan
harus sesuai dengan standar mutu. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada
standar sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Standar Nasional Pendidikan
yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan
pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar dimaksud meliputi: kompetensi
lulusan; isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana
dan prasarana, serta pembiayaan. Akreditasi sekolah dilakukan oleh pemerintah
dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukankelayakan program
dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai
bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil,
transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang
mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Tabel berikut menyajikan Perkembangan Akreditasi Sekolah pada jenjang

pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Timur sepanjang periode tahun
2021-2024.

N
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Tabel 2.50. Perkembangan Akreditasi Sekolah SD dan SMPDi
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2024

. Persentase

N PRIl EN 2021 2022 2023 2024
1 PAUD

Akreditas A

Akreditas B 8,33 5729 63,04 5456
1 SD

Akreditas A

Akreditas B 50,50 51,49 54,46 54,46
1 SMP

Akreditas A

Akreditas B 31,11 5556 57,78 56,52

Satuan PKBM Terakreditasi 80,0 100,0 100,0 71,43

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2025
Sebagaimana tersaji, hingga tahun 2024, lebih dari 50 persen sekolah baik

pada jenjang PAUD, SD, SMP maupun Satuan PKBM telah terakreditasi minimal B.
Namun demikian, masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi.
Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum
jenjangpendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan
bagi anaksejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Sampai
dengan tahun 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Halmahera
Timurtelah mencapai 47,21 persen jika hanya memperhitungkan jumlah siswa PAUD
yang berada dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau
49,43 persen jika merperhitungkan juga RA (Raudatul Athfal) yang berada dibawah

pembinaan Kementerian Agama.

Tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan APK PAUD di
Kabupaten Halmahera Timur tahun 2022-2024 yang dilengkapi data jumlah peserta
didik PAUD berdasarkan jenis PAUD.

Tabel 2.51. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

Uraian 2022 2023 2024
Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun 7.302 7.322 6.276
Siswa PAUD TK/TKLB 2.68 2.36 2.332
Formal RA 263 147 139
Siswa PAUD Non KB 515 576 631
Formal SPS - - -
Jumlah Siswa Kemendikbud 3.195 2.936 2.963
PAUD Kemendikoud 5 158 5083 3102

+ Kemenag
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Uraian 2022 2023 2024
Kemendikbud 43,76% 40,10% 47,21%
APK PAUD Kemendikbud 4736% 4211% 49.43%
+ Kemenag

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2024

Program PAUD merupakan salah satu program prioritas nasional, mengingat
sebagian desar masyarakat, terutama di perdesaan masih menganggap bahwa
pendidikan usia dini kurang begitu penting dibanding masuk sekolah dasar. Sampai
dengan tahun 2024, telah tersedia 72 satuan pendidikan anak usia dini dalam bentuk
layanan, antara lain: Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan
PAUD Sejenis (SPS), serta Raudatul Athfal (RA) yang berada di bawah naungan
Kementerian Agama. Dari jumlah tersebut, 27,5 persen PAUD (tidak termasuk RA)
sudah terakreditasi. Tabel berikut menyajikan jumlah sebaran PAUD termasuk RA
menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024.

Tabel 2.52. Jumlah PAUD dan RA Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024

No Kecamatan PAUD (TK) RA* Total
1 Maba Selatan 8 - 8
2 Kota Maba 5 - 5
3 Wasile Selatan 14 1 15
4  Wasile 5 1 6
5 Wasile Timur 8 1 9
6  Wasile Tengah 8 - 8
7  Wasile Utara 6 - 6
8 Maba 4 - 4
9 Maba Tengah 5 - 5

10 Maba Utara 6 - 6

Halmahera Timur 69 3 72

TK=Taman Kanak-kanak; KB=Kelompok Bermain; SPS=Satuan PAUD Sejenis;
RA (Kemenag)Sumber:Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2024

Pendidikan Non Formal

Pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan melalui jalur
pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan atau akses bagi warga
masyarakat khususnya para pemuda yang putus sekolah dan putus lanjut di tingkat
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah
Atas (SMA) atau sederajat. Pendidikan kesetaraan ini dapat berbentuk Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yaitu sebuah lembaga pendidikan yang
dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem
pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada
seluruh lapisan masyarakat agar mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga

dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
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B)

PKBM sebagai sumber informasi berisi berbagai jenis program pembelajaran
yang berguna terutama dalam peningkatan kemampuan dalam bidang keterampilan
fungsional yang berorientasi pada pemberdayaan potensi masyarakat setempat
melalui pendekatan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan
budaya. Kehadiran PKBM dapat sangat membantu meningkatkan angka rata- rata
lama sekolah, karena memfasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikanpenduduk
usia >21 tahun yang memiliki tingkat pendidikan di bawah SMP/sederajat, namun
sudah tidak bisa melanjutkan pendidikan pada satuan-satuanpendidikan formal.
Sampai dengan tahun 2024 baru terdapat 5 (lima) layananPKBM di Kabupaten
Halmahera Timur, atau berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaran PKBM
dan jumlah siswanya menurut kecamatan pada tahun 2023-2024, sebagaimana tersaji

dalam Tabel berikut.

Tabel 2.53. Sebaran PKBM Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023-2024

2023 2024

No Kecamatan Jml PKBM Jml Siswa Jml PKBM Jml Siswa

Maba Selatan 120

Kota Maba 189 237

Wasile Selatan 189 365

NN
VN

Wasile

Wasile Timur - -

Wasile Tengah - - - -

Wasile Utara

Maba 79 1 96

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Maba Tengah

10

1
Maba Utara 1

Halmahera Timur 7 457 5 818

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, 2024

Kesehatan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kabupaten
dalam urusan kesehatan meliputi sub urusan: 1) Upaya kesehatan (Pengelolaan
UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota;
Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah
kabupaten/kota; serta Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota; 2) Sumber Daya Manusia
Kesehatan (Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; Perencanaan
dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota);
3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman (Penerbitan izin apotek,
toko obat, toko alat kesehatan dan optikal; Penerbitan izin usaha mikro obat
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1)

tradisional (UMOT); Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu)
tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; Penerbitan izin
produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; Pengawasan post-
market produk makanan minuman industri rumah tangga); dan 4) Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan (Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui
tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan

dunia usaha tingkat kabupaten/kota.

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Halmahera
Timur sampai dengan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.
Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi

Ibu yang sehat, cerdas dan kreatif serta memiliki pengetahuan tentang gizi
akan mencetak anak yang sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat
membentuk generasi-generasi bangsa yang sehat dan berjiwa kuat. Oleh karena itu,
peran ibu sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kesehatan Ibu
dan Anak merupakan upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan
pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita
serta anak prasekolah. Terdapat beberapa indikator penting dalam upayakesehatan

ibu, anak dan gizi.

Angka Kematian Ibu (AKI) atau maternal mortality ratio didefinisikan oleh
Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran
Hidup (KH). Angka Kematian Neonatal (Neonatal Mortality Rate) adalah kematian
yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup
(KH) pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal
ini menggambarkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama
setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak
sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama
kehamilan.

Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) merupakan salah satu indikator
penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi
sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka
kematian bayi dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah
bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB)
menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup

(KH) pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi
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meninggal sebelum mencapai usia satu tahun.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi Kematian 1bu, Kematian
Neonatal dan Kematian Bayi, diantaranya status kesehatan ibu, status reproduksi,
akses terhadap pelayanan kesehatan, dan perilaku penggunaan fasilitas pelayanan
kesehatan. Sejumlah indikator yang dapat menjelaskan kondisi tersebut antara lain:
Cakupan pelayanan ibu hamil yang diwujudkan melalui Kunjungan Antenatal yang
dianjurkan, yaitu 4 kali kunjungan yaitu K1 pada usia (16 minggu), K2 dilakukan
pada (24-28 minggu), K3 (32 minggu), K4 (36 minggu sampai lahir); Cakupan
persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan; Cakupan persalinan yangdilakukan
di fasilitas pelayanan kesehatan; Cakupan neonatus mendapatkan pelayanan sesuai
standar paling sedikit 3 kali dengan distribusiwaktu: 1 x pd usia 6-48 jam, 1x pada
usia 3 - 7 hari, dan 1 x pada usia 8 - 28 hari setelah lahir; Cakupan pemberian air susu
ibu, segera setelah persalinan sampai bayi berusia 6 bulan tanpa tambahan makanan
lain, termasuk air putih; serta Cakupan imunisasi atau penyuntikkan vaksin tertentu

yang diberikan kepada bayi sesuai dengan usianya.

Adapun merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995//2010,
pengertian Gizi Kurang dan Gizi Buruk adalah status gizi yang didasarkan pada
Indeks berat Badan menurut Umum (BB/U) yang merupakan padanan istilah
underweight (gizi kurang) dan severely underveight (gizi buruk). Pendek dan sangat
pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur
(PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah
stunted (pendek) dan sangat pendek (severely stunted). Selain underweight dan
stunting, wasting adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan
gizi anak, ketika bobot tubuhnya jauh di bawah normal. Wasting menandakan bahwa
nutrisi anak tidak terpenuhi dengan cukup. Wasting merupakangabungan dari istilah
kurus (wasted) dan sangat kurus (severe wasted) yang didasarkan pada indeks Berat
Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan
(BB/TB). WHO selaku badan kesehatan dunia, menyatakan bahwa wasting adalah
salah satu masalah kesehatan utama. Sebabkondisi ini berhubungan langsung dengan
angka kejadian suatu penyakit (morbiditas). Secara umum suatu wilayah dikatakan

mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita kurus sebesar 5% atau lebih.
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Tabel 2.54. Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No Uraian Sl
2020 2021 2022 2023 2024
1  Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH) 458 342 335 327 130
5 ﬁr;g)ka Kematian Neonatal (per 100.000 21 13 14 9 9
3 Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) 6 5 6 8 7
4 Angka Kematian Balita (per 1000 KH) 1 1
1000 KH)Cakupan Persalinan Di
S Fasilitas Pelayanan Kesehatan (persen) 7.0 7.3
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Antenatal
6 K1-K4 (persen) 33 4.2
Cakupan Kunjungan Neonatal (KN)
! Lengkap (persen) 650 6338
Cakupan Bayi 0-6 BIn Mendapat
8 Mendapat ASI Ekslusif (persen) 834 74.0
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Anak
9 Usia 12-23 Bulan (persen) 696 735 785 n/a n/a
10 Prevalensi stunting pada balita (persen) 2350 24,30 16,57 16,09 11,34
11 Prevelensi Kusta (per 10.000 Penduduk) 34 25 31 27 31

2)

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, 2024

Sebagaimana tersaji, AKI pada tahun 2024 mencapai 302 per 100.000
kelahiran hidup, atau masih jauh di atas target Sustainable Development Goals
(SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, yaitu menurunkan AKI
sehingga sebesar 70 per 100.000 KH. Demikian pada AKB yang masih berada di atas
12 yang merupakan target Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030. Dari status gizi anak, dapat dilihat bahwa
prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Halmahera Timur hingga tahun 2024
masih diangka 16,5 persen atau termasuk kategori tinggi dibandingkan rata-rata

provinsi Maluku Utara, yang sebesar 10,2 persen.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan merujuk kepada sarana atau prasarana atau
perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang disenggarakan oleh
pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk
menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun
rehabilitatif. Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur
dapat digambarkan melalui keberadaan fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas yang
tersebar di 10 kecamatan. Rumah Sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Adapun
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya

11-81

NN J/7

RKPD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2026 %,



B
N

RKPD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2026 %,

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pada kondisi tertentu dan
bila memungkinkan, Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap sebagai
rujukan antara sebelum dirujuk ke rumah Sakit. Perkembangan fasilitas pelayanan
kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir sebagaimana

tersaji dalam Tabel berikut.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan merujuk kepada sarana atau prasarana atau
perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang disenggarakan oleh
pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk
menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun
rehabilitatif. Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur
dapat digambarkan melalui keberadaan fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas yang
tersebar di 10 kecamatan. Rumah Sakit didefinisikan sebagai institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Adapun
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pada kondisi
tertentu dan bila memungkinkan, Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap
sebagai rujukan antara sebelum dirujuk ke rumah Sakit. Perkembangan fasilitas
pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur dalam lima tahun terakhir

sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.55. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Rumah Sakit 1 1 1 1 2
Jum_lah Tempat Tidur di Rumah 50 50 50 50 50
Sakit
Rasio daya tampung RS (per 1000
penduduk) 95 95 96 96 97
Akreditasi RSUD Dasar Dasar Dasar Utama Utama
Jumlah Puskesmas 16 16 16 16 16
PKM Terakreditasi 100 100 100 100 100
PKM Tersedia Dokter 93,8
PKM Tersedia Nakes sesuai Standar n/a n/a n/a n/a n/a
PKM menyelenggarakan pelayanan 356 375 40 416 438

kesehatan usia reproduksi
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Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
PKM menyelenggarakan Kesjaor 6,3
PKM menyelenggarakan pelayanan i
Kesehatan Lansia
PKM menyelenggarakan pelayanan 35.67 37.55 3995 41,61 438

Kesehatan Tradisional

PKM mampu PONED (Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera
Timur, 2025

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) adalah tenaga kesehatan (termasuk
tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang
terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen
kesehatan. Peran tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam implementasisistem
kesehatan. Di sisi lain tantangan seperti rendahnya komptensi menjadi hambatan
tersendiri dalam pelaksanaan sistem kesehatan. SDMK adalah setiaporang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan selain dilaksanakan oleh dokter, juga dibantu oleh tenaga kesehatan
lainnya seperti Perawat, Bidan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, Tenaga Gizi,
Teknisi Medis, dan Tenaga Terapis. Peranan tenaga-tenaga kesehatan tersebut sangat
penting dalam mendukung pelayanan kesehatan agar semakin optimal. Keadaan
tenaga kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur hingga tahun 2024 sebagaimana
tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.56. Ketersediaan Tenaga Kesehatan
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Penduduk (jiwa)
Dokter
Dokter Umum 29
Dokter Spesialis 2
Dokter Gigi 7
Jumlah Dokter 37
Rasio Dokter (per 2500 penduduk) 1:2512
Rasio Dokter Spesialis (per 2500 1-92954
penduduk)
Bukan Dokter
Perawat 293
Bidan 285
Tenaga Farmasi 45
Tenaga Kesmas 131
Tenaga Gizi 53
Tenaga Teknisi Medis 7
Tanaga Terapis 4
Jumlah 818
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1) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan dan

kematian akibat penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Untuk itu

penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden,

prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakithingga level yang dapat diterima

secara lokal.

Gambaran kejadian kasus atau insidensi penyakit menular maupun tidak menular di

Kabupaten Halmahera Timur dalam kurun tahun 2021-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.57. Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2024

No Uraian

2021

2022

2023 2024

1  Tuberclosis (TB)

Banyaknya kasus penderita
TBC61

125

93

39

Cakupan Penemuan dan

penanganan penderita TBC
BTA 34,659 (+)

71

52,84

22,159

Prevalensi TBC (per
100.000 65

132

97

41

Jumlah pasien TB yang 5

8

3

Tingkat Kematian TBC (per
5

8

3

Proporsi jumlah kasus TB
yang 100

100

100

100

Proporsi kasus Tuberkulosis
yang diobati dan sembuh
dalam 19,67 program DOTS

17,6

6,45

38,46

Demam Berdarah Dengue
(DBD)

Cakupan penemuan dan 100

100

100

100

3 Diare

Penderita diare yang
ditangani -

11

11

4  Malaria

Angka kejadian Malaria (per
519

203

174

29

Tingkat kematian Akibat
Malaria -

5 HIV/AIDS

Prevalensi HIVV/AIDS
(persen) 0,04

0,05

0,07

0,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur, 2025

C) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum merujuk pada berbagai macam proyek infrastruktur yang

didanai dan dibangun oleh pemerintah, untuk meningkatkan ekonomi, kesehatan,

maupun keamanan masyarakat. Pekerjaan umum dapat meliputi pembangunan

fasilitas umum (kantor pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit), infrastruktur
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transportasi (jalan, rel, jembatan, jalur pipa, terusan, pelabuhan, bandara), ruang
publik (alun-alun, taman, pantai), layanan umum (penyediaan dan pengolahan air,
pengolahan limbah, bendungan), dan lain-lain, yang biasanya berupa aset dan
bangunan fisik yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Infrastruktur pekerjaan
umum tidak selalu membawa dampak ekonomi langsung bagi pemerintah, namun
membawa dampak ekonomi tidak langsung dalam jangka panjang. Adapun Penataan
ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan

yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah: (1)
Sumber Daya Air (SDA) (Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada
wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota; Pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya
kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; 2) Air Minum
(Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota); 3)Persampahan
(Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah
kabupaten/kota); 4) Air Limbah (Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
domestik dalam Daerah kabupaten/kota); 5) Drainase (Pengelolaan dan
pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam
Daerah kabupaten/kota); 6) Permukiman (Penyelenggaraan infrastruktur pada
permukiman di Daerah kabupaten/kota); 7) Bangunan Gedung (Penyelenggaraan
bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin
mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung); 8)
Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungannya di Daerah kabupaten/kota); 9) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota;
10) Jasa Konstruksi (Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota;
Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil); Pengawasan
tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasakonstruksi); dan 11)
Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota. Capaian Kinerja
pembangunan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di
Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam
tabel di halaman berikut.
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Tabel 2.58. Kinerja Penyelengaraan Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

Capaian Kinerja
2022 2023 2024

No Uraian

1  Sumber Daya Air
Luas Daerah Irigasi Kewenangan

a Kabupaten (Ha) 8150 8150
Panjang Jaringan Irigasi kewenangan
b  Kabupaten yang terbangun (km, 1,26 1,26 1,26

kumulatif)

2 Air Minum dan Air Limbah
Proporsi rumah tangga memiliki akses
pada layanan air minum layak (persen)
Proporsi rumah tangga memiliki akses

65,99 66,47 71,17

pada sanitasi layak (persen) 7010 79,79
3 Drainase

Panjang saluran Drainase yang terbangun

(km, kumulatif)

Proporsi panjang saluran Drainase yang n/a n/a n/a

terbangun dalam kondisi baik (persen)

4 Penyelenggaraan Jalan 54,79
a  Kondisi Jalan Kabupaten
Baik (Km)

Sedang (Km)

Rusak Ringan (Km)

Rusak Berat (Km)

Total (Km)

Proporsi panjang jalan kabupaten dalam

b kondisi mantap/baik dan sedang (persen) 6513 66,64 59,29
Proporsi desa yang belum dapat dilalui
C 59,0
kendaraan roda 4
Proporsi panjang jalan kabupaten yang
d  memiliki trotoar dan drainase (minimal 12,28
1,5m)
5 Jasa Konstruksi 0,54

Rasio proyek konstruksi kewenangan
kabupaten tanpa kecelakaan konstruksi
(persen)
6  Penatan Ruang
Rasio penyelesaian materi teknis RTRW
dan RRTR sampai dengan persetujuan 100,0  100,0

substansi dan legalisasi (persen)
Sumber: Dinas PUPR Kab. Halmahera Timur, 2024

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah: 1) Perumahan
(Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota; Fasilitasi
penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah
Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan
perumahan; Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung); 2) Kawasan

N
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Permukiman (Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan
permukiman; Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha); 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kumuh (Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah
kabupaten/kota); 4) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
Perumahan; dan 5) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang
melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana,

sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Rumah (papan) merupakan kebutuhan primer manusia. Jaminan
kesejahteraan bagi setiap warga terhadap kebutuhan dasar merupakan tanggung
jawab pemerintahyang wajib dipenuhi. Regulasi tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan
kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR)di wilayahnya. Tabel berikut menyajikan Kinerja penyelenggaraan
perumahan di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024,

Tabel 2.59. Kinerja Penyelenggaraan Perumahan
Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No Uraian 2022 2023 2024
Jumlah rumah korban bencana

1a kabupaten yang harus ditangani n/a n/a n/a
Jumlah rumah korban bencana

1b n/a n/a n/a

kabupaten yang sudah ditangani
Jumlah rumah korban relokasi
2a . . nfa n/a n/a

kabupaten yang harus ditangani
2 Jumlah rumah korban relokasi

kabupaten yang sudah ditangani
3 Jumlah Rumah (unit) n/a n/a n/a
4 Jumlah Rumah Layak Huni (unit) 84,85 84,89 84,79
4a Rasio Rumah Layak Huni (persen) 87,72 84,18

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

n/a n/a n/a

5a . n/a n/a n/a
(unit)

5 Rasio Rumah Tidak Layak Huni n/a n/a n/a
(persen)

5c Luasan Kawasan Permukiman 6,37 7.81 8,18

Kumuh Perkotaan (Ha)

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Halmahera Timur, 2023

Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat adalah: 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Penanganan gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum; Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan

bupati; dan Pembinaan PPNS kabupaten); 2) Penanggulangan bencana kabupaten;
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dan 3) Kebakaran (Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan

penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten).

Capaian kinerja pembangunan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun

2024, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.60. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No Uraian 2022 2023 2024
Trantibum
1 Jumlah Personil Satpol PP 50 100 170
2 Jumlah PPNS 15 15 28
3  Desayang Memiliki Satuan Linmas Aktif (%) 8,82
4  Persentase Desa yang terjangkau Patroli Satpol-PP 5,88
5 Jumlah Perda yang memuat sanksi yang Harus ditegakkan 21 21 21
6 Pfarsentase Jumlah Perda yang memuat sanksi yang telah 80.0 50.0 50.0
ditegakkan
7 Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban 2 3 10
umum yang diterima oleh Satpol-PP
Persentase Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan
8  ketertiban umum yang diterima oleh Satpol-PP dan dapat 50,0 66,7 80
ditindaklajuti/diselesaikan
Kebakaran
1 Jumlah Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen i i 3
Kebakaran (WMK)
5 Persentase Jumlah Kejadian Kebakaran di Wilayah 50 i 818
Manajemen Kebakaran (WMK) ditangani '
3 Tingkat waktu tanggap (response time) dalam Wilayah 15 10
Manajemen Kebakaran (WMK)(Menit)
Bencana
1 Jumlah Desa telah terbentuk Relawan Tangguh Bencana 30
9 Per_sent_ase Kejadian Bencana pitangani (direspons dengan 100,0 100,0 100,0
aktivasi tanggap darurat sesuai SOP
3 Rata-rata Waktu Respon Aktivasi Tanggap Darurat (Jam) <6 <6 <6
43 Jumlah korban bencana kabupaten yang harus ditangani
(jiwa)
Persentase jumlah korban bencana kabupaten yang
4b  mendapatkan pelayanan saat bencana sesuai standar
pelayanan minimal (jiwa)
5 Indeks Risiko Bencana Kabupaten 173,2 173,2 173,2

Sumber: Dinas Satpol PP Kab. Halmahera Timur, 2023; BPBD Kab.
Halmahera Timur, 2023

Sosial

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/

Kota dalam urusan Sosial adalah: 1) Pemberdayaan Sosial; 2) Penanganan Warga

Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; 3) Rehabilitasi Sosial; 3) Perlindungan

dan Jaminan Sosial; 4) Penanganan Bencana; dan 5) Pemeliharaan taman makam

pahlawan nasional kabupaten/kota. Capaian kinerja pembangunan bidang Sosial di

Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam

tabel berikut.

N Y / /7 A
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Tabel 2.61. Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No Uraian 2020 2021 2022

2023 2024

Pemberdayaan Sosial

Jumlah jenis Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat
kabupaten yang telah dikembangkan
atau diberdayakan (jenis, kumulatif)

Jumlah Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat
kabupaten yang telah dikembangkan
atau diberdayakan (orang, kumulatif)

50 50

Rehabilitasi Sosial

Jumlah penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar, lanjut usia
1 terlantar dan gelandangan pengemis - - -
yang sudah ditangani atau dipenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti

- 996

Persentase penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar, lanjut usia
2 terlantar dan gelandangan pengemis - - -
yang sudah ditangani atau dipenuhi
kebutuhan dasarnya di luar panti

- 69,70

Penanganan Bencana

Jumlah korban bencana alam dan
sosial yang harus dipenuhi kebutuhan

- 284

Jumlah korban bencana alam dan
sosial yang harus dipenuhi kebutuhan
Persentase korban bencana alam dan

2 sosial yang sudah ditangani/terpenuhi
kebutuhan dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat bencana
daerah kabupaten

- 100

Perlindungan dan Jaminan Sosial 8.612

11.047 11.047

Cakupan Keluarga Penerima Manfaat
Bantuan Sosial Pangan (persen) 100,47 9387 95,99

96,67 98,19

Sumber: Dinas Sosial Kab. Halmahera Timur, 2024

2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan, yaitu Tenaga Kerja,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan,Lingkungan

Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, danMenengah,

Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan,

Perpustakaan, dan Kearsipan.

N Y / /7 A
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Tenaga Kerja

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Tenaga Kerja meliputi sub urusan: 1) Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja (Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta; Perizinan dan pendaftaran lembaga
pelatihan kerja; Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil; dan Pengukuran
produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota); 2) Penempatan tenaga Kkerja
(Pelayanan antar kerja; Penerbitan izin LPTKS; Pengelolaan informasi pasar kerja;
Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan); Penerbitan
perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; dan
3) Hubungan industrial (Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaranperjanjian
kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota; Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota. Capaian kinerja
bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024
sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.62. Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

Produktifitas per tenaga kerja daerah (Rp.

81,66 91,87 8941 111,32 114,20
Juta)

Tingkat kesempatan (persen)

Persentase pekerja sektor formal (persen)

Angka sengketa Pengusaha-Pekerja (per 1000

perusahaan) 31,9

Persentase perusahaan yang menerapkan K3 5,33

o O B (WIN|

Persentase pekerja/buruh yang terlindungi

dalam program Jamsostek i 4587 3884

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Timur, 2024

B)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesetaraan gender merupakan hak pada semestinya didapatkan oleh semua
pihak, baik laki-laki dan perempuan agar memperoleh kesempatan yang sama untuk
berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Perbedaan gender pun
terlihat dari kecenderungan peran masing-masing, yaitu berperan dalam publik atau
domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan
bertujuan mendapatkan penghasilan.
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Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi sub
urusan: 1) Kualitas Hidup Perempuan (Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah;
Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada
organisasi kemasyarakatan; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan pemberdayaan perempuan); 2) Perlindungan Perempuan (Pencegahan
kekerasan terhadap perempuan; Penyediaan layanan bagi perempuan korban
kekerasan; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan
perempuan); 3) Kualitas Keluarga (Peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak; Penguatan dan pengembangan
lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan
hak anak; Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak);
4) Sistem data gender dan anak; 5) Pemenuhan Hak Anak; dan 6) Perlindungan
Khusus Anak.

Capaian kinerja pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024

sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.63. Kinerja Penyelengaraan Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No Uraian 2022 2023 2024
1  Indeks Pemberdayaan Gender 50,2 50,05 50,49
5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 4681 5298 5003

(persen)
3 Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 0,01
4 Indeks Perlindungan Anak - 58,81 61,11
5 Indeks Pemenuhan Hak Anak - 53,2 55,83
6  Indeks Perlindungan Khusus Anak - 7794 8041
Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Halmahera Timur, 2025
Pangan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Pangan meliputi sub urusan: 1) Penyelenggaraan Pangan
Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian; 2) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
3)Penanganan Kerawanan Pangan; 4) Keamanan Pangan (Pelaksanaan pengawasan

keamanan pangan segar dalam kabupaten).

Gambaran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pangan di
Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam
Tabel berikut.
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Tabel 2.64. Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No Uraian 2022 2023 2024
1 Indeks Ketahanan Pangan 72,38 76,12 79,63
2 Jumlah desa yang masuk dalam kategori rawan 98

pangan
3 Persentase Desa kategori rentan rawan pangan 51,0 4,9 20,6
4 Persentase pangan segar yang memenuhi 100,0 100,0 100,0

persyaratan dan mutu keamanan pangan

Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan Tingkat
Daerah (Perda/Perbup)*

6 Tingkat Ketersediaan Pangan Utama (Ton)

a) Beras

b) Jagung

¢) Ubi Kayu

d) Ubi Jalar

e) Sagu

f) Gandum/terigu

7 Skor PPH Ketersediaan 72,1 68,3 79,63

8 Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita (Kkal) 1.854
(Susenas BPS) '

Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita (Gram)

9 (Susenas BPS) 49.8

Sumber: Dinas Ketahanan Kab. Halmahera Timur, 2025
Pertanahan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Pertanahan meliputi sub urusan: 1) Izin Lokasi; 2) Penyelesaian
sengketa tanah garapan; 3) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah
untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah; 4) Penetapan subyek dan obyek
redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah
absentee; 5) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
6) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota dan
Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota; 7)
Penerbitan izin membuka tanah; dan 8) Perencanaan penggunaan tanah yang
hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota. Capaian kinerja urusan pertanahan di
Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam
tabel berikut.

Tabel 2.65. Kinerja Urusan Pertanahan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

Persentase terselesaikannya kasus tanah

1 garapan belum bersertifikat melalui Mediasi 1000 50,0 50,0 66,7 1000
Persentase luas tanah milik Pemda yang telah

2 dimanfaatkan untuk pembangunan 1000 1000 1000 1000 99,1

3 Jumlah permohonan izin lokasi 2 2 4

4 Jumlah izin lokasi 2 2 9

5  Persentase penyelesaian izin lokasi 100 100 44,4

Sumber: Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Timur, 2024
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Lingkungan Hidup

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten
dalam urusan Lingkungan Hidup meliputi sub urusan: 1) Perencanaan Lingkungan
Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 3) Pencegahan, penanggulangan dan
pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 4) Pengelolaan
Keanegaragaman Hayati kabupaten; 5) Penyimpanan sementara limbah B3 dan
Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten; 6) Pembinaan dan
pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten; 7) Pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
8) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH untuk lembaga
kemasyarakatan kabupaten; 9) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat
kabupaten; 10) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH; dan 11)

Pengelolaan Persampahan.

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Halmahera Timur
sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.66. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No Uraian 2022 2023 2024

1  Perdatentang RPPLH (Ada/Tidak) Tidak Tidak  Tidak

2a  Jumlah KRP Pemda yang memerlukan KLHS

Luas RTH publik yang telah terbangun (Ha,

2b kumulatif) 46,77 46,77 46,77
Pengawasan lzin Lingkungan
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang izin

1 PPLH dan PUU LH Taat 27,71 2892 24,10
Pencemaran Lingkungan

1 Persentase objek pencemaran/kerusakaan lingkungan 1000  100,0 100,0

hidup yang dilaporkan dan sudah ditangani

Persentase Jumlah objek pencemaran/kerusakaan
2 lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang
dilaporkan dan sudah ditangani

Pengaduan Masyarakat

Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, yang lokasi
usaha dan dampaknya di daerah kabupaten

Persentase Jumlah pengaduan masyarakat terkait
izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang

2  diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, yang lokasi
usaha dan dampaknya di daerah kabupaten yang
ditangani/ditindaklajuti

Pengelolaan Sampah

Persentase volume timbulan sampah perkotaan

yang sudah ditangani 730 720 709
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G)

No Uraian 2022 2023 2024
1  Volume potensi timbulan sampah perkotaan (M3)

Kualitas Lingkungan Hidup
1  Indeks Kualitas Udara 9357 92,97 96,31
2 Indeks Kualitas Air 62,38 64,29 62,00
3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 97,50
4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 82,70 83,07 83,62

Sumber: Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Timur, 2024

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi sub
urusan: 1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan 2) Penyusunan
profil kependudukan kabupaten. Capaian kinerja urusan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024

sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.67. Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
1 Persentase Penduduk wajib KTP yang Sudah 999 999 1000 nla n/a
ber-KTP
Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1
2 (satu) hari memiliki KIA 49 49 50 R nja
3 Persentase a_mak usia 0-18 tahun memiliki 140 140 683 nha n/a
Akta Kelahiran
4  Ketersediaan database kependudukan Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber: Dinas CAPIL Kab. Halmahera Timur, 2024

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa
sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self
governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government), sehingga
desa berwajah ganda: pemerintahan dan masyarakat, atau berbentuk pemerintahan
masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Desa tidak identik dengan
pemerintah desa dan kepala desa. Desa mengandung pemerintahan dan sekaligus
mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum. Desa
merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan

dan paling dekat dengan masyarakat.

Tujuan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: 1) memberikan pengakuan
dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan
sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) memberikan
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H)

kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan demi
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) melestarikan dan memajukan
adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan
partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna
kesejahteraan bersama; 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien
dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6) meningkatkan pelayanan publik
bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari
ketahanan nasional; 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional; dan 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai
subjek pembangunan. UU Desa telah menempatkan desa sebagai subyek

pembangunan, bukan lagi sekedar obyek pembangunan.

Adapun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah
Kabupaten/Kota dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi sub
urusan: 1) Penyelenggaraan penataan Desa; 2) Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam
1 (satu) Daerah kabupaten/kota; 3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan Desa; dan 4) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Capaian kinerja urusan pemberdayaan
masyarakat dan desa di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024

tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.68. Kinerja Penyelengaraan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan DesaKabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024
Capaian Kinerja

No Uraian

2022 2023 2024
1  Persentase Desa Kategori IDM Mandiri 0,0 0,0 0,0
2  Persentase Desa Kategori IDM Maju 4,77 6,17 9,0

Persentase Desa Kategori IDM

3 Tertinggal/Sangat Tertinggal 56,82 38,67 20,5
4 Persentase Desa memiliki BUMDES
5 Jumlah BUMDES (unit)
6  Persentase BUMDES Akiif

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Halmahera Timur. 2025

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) meliputi
sub urusan: 1) Pengendalian Penduduk; 2) Keluarga Berencana; dan 3) Keluarga

Sejahtera. Capaian kinerja pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan
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Keluarga Berencana di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024
sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.69. Kinerja Penyelengaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan
KeluargaBerencana Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

Capaian Kinerja

No Uraian 2022 2023 2024
1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,67 243 231
2 Total Fertility Rate (TFR) 2,713 267 245
3 Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang) 2,3 2,3
4 Rasio Akseptor KB 73,1 855

Rasio Pemakai kontrasepsi/CPR bagi perempuan Menikah
5 ; 65,9 67
Usia 15-49
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern
6 Contraceptive/mCPR) 53,7 390 453
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 -19) per
; 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19) 487 407 313

10 Per.se.ntase Pasangfan Usia Subur (PUS) yang mau ber-KB 1745 1541 184

tapi tidak terlayani (unmeet need)

14 Cakupan remaja dalam PIKR/M 38,46 40,5

Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam
) 13,16 20,5
pembangunan daerah melalui kampung KB

Sumber: Dinas PPKBP3A Kab. Halmahera Timur. 2024

Perhubungan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Perhubungan meliputi sub urusan: 1) Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (LLAJ): Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten; Pengelolaan
terminal penumpang tipe C; Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang
dan/atau barang dalam Daerah kabupaten; 2) Pelayaran, meliputi: Penerbitan izin
usaha angkutan laut bagi badan usaha; Angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha; Angkutan sungai dan danau; dan 3) Penerbangan,
untuk jenis pelayanan Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan
lepas landas helikopter; dan 4) Perkeretapian.

Gambaran pencapaian kinerja pembangunan urusan Perhubungan di
Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam

tabel di halaman berikut.

Tabel 2.70. Kinerja Penyelengaraan Urusan Perhubungan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

Capaian Kinerja

No Uraian 2022 2023 2024
1  Rasio konektifitas kabupaten (persen) 91,2 91,2 91,2
Rasio konektivitas darat (persen) 82,4 82,4 82,4
2  Rasio konektivitas laut (persen) 100 100 100
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus :
3 Pelabuhan Laut 8 8 8
4 Pelabuhan Udara 1 1 1
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Capaian Kinerja

No Uraian 2022 2023 2024
5  Jumlah terminal bus Jumlah 9 9 13
7 Jumlah pemasangan rambu — rambu 200 200 200
8 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 98,18 98,18 98,18

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan
umum

11 Jumlah orang yang terangkut angkutan umum 65.52 65.52 65.52
12 jumlah barang yang terangkut angkutan umum 655.2 655.2 655.2

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/

13 terminal per tahun

729.035 729.035 729.035

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Timur. 2023

Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Komunikasi dan Informatika meliputi sub urusan: 1) Informasi
dan Komunikasi Publik (Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah
Daerah kabupaten/kota); dan 2) Aplikasi Informatika (Pengelolaan nama domain
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah
Daerah kabupaten/kota; dan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah
Daerah kabupaten/kota. Gambaran pencapaian kinerja urusan Komunikasi dan
Informatika di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana
tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.71. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik 1,01 1,38

Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi di
jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan
akses internet yang disediakan secara terpadu
oleh Pemda

30 35 37 38 38

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Kab. Halmahera Timur, 2025

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menenngah (UMKM) merupakan pilar
perekonomian Indonesia. Kehadirannya mampu menjawab dan memberi solusi
terhadap usaha pemberdayaan ekonomi rakyat, memperluas lapangan pekerjaan,
hingga menurunkan kemiskinan pada suatu daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun
2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Koperasi dan UKM
meliputi sub urusan: 1) 1zin Usaha Simpan Pinjam; 2) Pemeriksaan danpengawasan
koperasi; 3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; 4) Pendidikan dan latihan
perkoperasian; 5) Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi; 6) Pemberdayaan
Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan 7) Pengembangan
usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadiusaha kecil. Capaian

kinerja Urusan Koperasi UKM di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun
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2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.72. Kinerja Urusan Koperasi dan UKM
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
A  Koperasi
1  Jumlah Koperasi 108 109 114 114 114
9 Jumlah Anggota Koperasi
(orang)
3 Jumlah Koperasi Aktif 60 61 65 65 65
Persentase Koperasi Aktif 58,47 59,84 60,80 62,02 6231
B UMKM
1 Jumlah Usaha Mikro
2 Jumlah Usaha Kecil
3 Jumlah Usaha Menengah
4  Pertumbuhan UMKM - 9,84 342 262 1,38
5 Rasio Wirausaha Mapan (persen) 1,16 6,66 299 473 232

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Halmahera Timur, 2024
Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh
Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan
usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota
dalam urusan Penanaman Modal meliputi sub urusan: 1) Pengembangan Iklim
Penanaman Modal; 2) Promosi Penanaman Modal; 3) Pelayanan Penanaman Modal;
4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 5) Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal.

Gambaran kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Halmahera Timur

sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.73. Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Tingkat partisipasi pemuda (usia
16-30 tahun) dalam kegiatan 84,1 81,9 83,25 84,6

ekonomi (persen)
Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Halmahera Timur, 2025

Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga meliputi sub urusan: 1) Kepemudaan;
2) Keolahragaan; dan 3) Kepramukaan. Kinerja pembangunan urusan Kepemudaan
dan Olahraga di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024

sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.
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Tabel 2.74. Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No Uraian 2022 2023 2024

A Kepemudaan

Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten
yang aktif (Organisasi Nasional Tingkat Cabang)
Organisasi Kepemudaan Tingkat
Desa/Kecamatan yang aktif (Organisasi skala
lokal Kab/kec/desa, dan terdaftar atau
sepengetahuan Pemerintah Kab/Kec/Desa)
Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional/Provinsi
Tingkat partisipasi pemuda (usia 16-30 tahun)
dalam kegiatan ekonomi (persen)

Olahraga

Organisasi Olahraga Tingkat Kabupaten yang
aktif (Organisasi Nasional Tingkat Cabang)

Klub Olahraga Tingkat Desa/Kecamatan yang
aktif (Klub skala lokal Kab/kec/desa, dan
terdaftar atau sepengetahuan Pemerintah
Kab/Kec/Desa)

Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/ Provinsi
(PON/Kejurnas/Porda/ Kejurda)

Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat
Nasional/Provinsi (POPNAS/POPDA/dII)
Perolehan medali pada multi event olahraga

6  tingkat pelajar nasional/provinsi 20 21 10
(POPNAS/POPDA/dIN

Jumlah atlet pelajar/dewasa berprestasi dalam
multi/single event olahraga tingkat Provinsi/

16 16 17

10 10 29

81,9 83,25 84,6

o > |w

19 19 19

7" Nasional (PON/PORDA/ n/a a a
POPNAS/POPDA/Kejurnas/Kejurda)

C Pramuka

1 Satuan Karya (SAKA) Pramuka yang telah 3 3 3
terbentuk dan aktif di tingkat Kabupaten

9 Kecamatan yang memiliki Kwartir Ranting 5 5 5
Pramuka Aktif

3 Sekolah Memiliki Gugus Depan Pramuka
a. SD/sederajat 6 6 4
b. SMP/sederajat 5 4 3
c. SMA/sederajat 3 3 4

d. Perguruan Tinggi
Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Kab. Halmahera Timur, 2025

N) Statistik

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam kinerja urusan Statistik menjabarkan Persentase OPD telah menetapkan

Focal Point Statistik Sektoral secara resmi pada tahun 2024 yaitu 12, 8.

&
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Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang
dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu
pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada
etika profesi sandi. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah
Kabupaten/Kota dalam urusan Persandian meliputi sub urusan:Persandian untuk
Pengamanan Informasi, yaitu: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan
informasi Pemerintah Daerah serta Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar
Perangkat Daerah. Kinerja Pengelolaan urusan persandian menjabarkan persentase
OPD yang telah menggunakan tanda tangan Elektronik tersertifikasi pada tahun 2024
yaitu 89,1
Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya
terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan
kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.
Kebudayaan dapat dipandang sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi
ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai super-organic. Berdasarkan
UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan
Kebudayaan meliputi sub urusan: 1) Kebudayaan (Pengelolaan kebudayaan;
Pelestarian tradisi; Pembinaan lembaga adat); 2) Kesenian Tradisional (Pembinaan
kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota); 3) Sejarah
(Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota); 4) Cagar Budaya (Penetapan dan
pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota; Penerbitan izin membawa cagar
budaya ke luar Daerah); dan 5) Pengelolaan museum kabupaten/kota.
Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur dilaksanakan
olen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sampai dengan tahun 2024 dapat
mempresentasikan warisan budaya tak benda terinventarisasikan yang telah
diverivikasi/validasi yaitu 11,0 % dan warisan budaya tak benda terinventarisasikan

yang telah ditetapkan yaitu 75,0%.

Namun demikian, terdapat sejumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang telah dilestarikan, yaitu: a) Bunker peninggalan perang dunia IlI; b) 2.
Kuburanmata kena; c) Al-qur’an tua (kulit kayu); ¢) Kuburan sultan zainal abidin,

dan e) Meriam peninggalan perang dunia II.
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Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Perpustakaan meliputi sub urusan: 1) Pembinaan Perpustakaan
(Pengelolaan perpustakaan dan Pembudayaan gemar membaca); dan 2) Pelestarian
Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Adapun kewenangan pemerintah
Kabupaten/Kota dalam urusan Kearsipan meliputi sub urusan: 1) Pengelolaan Arsip;
2) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; dan 3) Penerbitan izin penggunaan arsip
yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah. Urusan
Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Halmahera Timur dilaksanakan oleh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan
Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun
2024 tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.75. Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

Uraian 2022 2023 2024

Perpustakaan

Perpustakaan milik Pemerintah Daerah

Perpustakaan milik non Pemerintah Daerah
(termasuk Perpustakaan Desa atau

diselenggarakan oleh 3 3 3
masyarakat)
Angka Melek Huruf (persen) 98,45 97,97 98,67
Tingkat Kegemaran Membaca (persen) 57,56
Perpustakaan yang telah dikelola sesuai Standar
Nasional Perpustakaan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 25,24
Kearsipan
Nilai hasil pengawasan kearsipan pemerintah daerah Tidak Tidak Tidak
(ANRI) ada ada ada

Sumber: Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Halmahera Timur, 2025

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu Kelautan dan Perikanan,
Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan,
Perindustrian, dan Transmigrasi.

Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten
dalam urusan Kelautan dan Perikanan meliputi sub urusan: 1) Perikanan Tangkap
(Pemberdayaan nelayan kecil; Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan
Ikan (TPI)); dan 2) Perikanan Budidaya (Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan

ikan dan Pengelolaan pembudidayaan ikan). Capaian kinerja pembangunan urusan
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Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024
sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.76. Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

Uraian 2022 2023 2024
1  Total Produksi Perikanan (ton) 27,504 23.929 23.929
2 Produksi Perikanan Tangkap (ton) 1029,0 1.475,7 1.475,7
3 Produksi Perikanan Budidaya (ton) n/a n/a n/a
4 Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) 27,25 45,75
Persentase Kelompok Nelayan
5  yangmendapatkan bantuan Pemda 26,70% -
6  Jumlah Kelompok Nelayan 67 101
Jumlah Kelompok Pembudidaya
7 14 -
Ikan
8 Jumlah Kelompok Pengolah Ikan 9 -
Jumlah Produksi Kontribusi
9  dari KelompokNelayan 7,486.90
10 Nilai Tukar Nelayan 0.97 1,00
11  Kawasan Lindung Perairan 6.775,09 -
12 Total Luas Perairan Teritorial 7.695,82 -
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Timur, 2025
Pariwisata

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten
dalam urusan Pariwisata meliputi sub urusan: 1) Destinasi Pariwisata (Pengelolaan
daya tarik wisata; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata; Pengelolaan destinasi
pariwisata); 2) Pemasaran pariwisata (Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri
daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata); 3) Penyediaan prasarana
(zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan
berinteraksi bagi insan kreatif; dan 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Gambaran capaian kinerja pembangunan urusan Pariwisata di Kabupaten

Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024, tersaji dalam tabel berikut.
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Tabel 2.77. Kinerja Penyelengaraan Urusan Pariwisata
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No Uraian 2022 2023 2024
Kontribusi PDRB ADHB sektor

1 Pariwisata (Persen)* 0.17 014 0.14

5 Per_tumbuhan PDRB ADHK sektor 593 3,83 478
Pariwisata (Persen)*

3 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ) 36 36
(orang)

4 Kunjungan Wisatawan Nusantara 37.164 42936 49299
(orang)

*) PDRB Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum Sumber: Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kab. Hallmahera Timur, 2025

C. Pertanian
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Pertanian meliputi sub urusan: 1) Sarana Pertanian; 2)
Pengembangan prasarana pertanian; 3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner; 4) Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian;dan 5)
Perizinan Usaha Pertanian. Capaian kinerja pembangunan urusan Pertanian di
Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam

tabel berikut.

Tabel 2.78. Kinerja Penyelengaraan Urusan Pertanian
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024
Capaian Kinerja

No Uraian 2022 2023 2024

1 Tanaman Pangan
Jumlah Produksi (Ton) 11.749.0 11.1607,5 8.868.0
Jumlah Luas Areal (Ha) 3.914 4.12

2 Tanaman Hortikultura
Jumlah Produksi (Ton) 3.591,0 2.805,0 2.4565
Jumlah Luas Areal (Ha) 2.402 8.928

3 Tanaman Perkebunan
Jumlah Produksi (Ton) 11.375,4 11.3784 11.377,7
Jumlah Luas Areal (Ha) 21.417 25.168

4  Peternakan
Jumlah Produksi (Ton) 209,96 182,54 159,62

Sumber; Dinas Pertanian Kab. Halmahera Timur, 2025

D. Kehutanan
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/

Kota dalam urusan Kehutanan, tersaji dalam tabel berikut.

&
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Tabel 2.79. Kinerja Penyelengaraan Urusan Kehutanan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

Indeks Kualitas Tutupan Lahan - 9750 9750 97,04 97,28
Sumber: RPIMD. Halmahera Timur, 2025-2029

Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yaitu Sub Urusan
Energi Baru Terbarukan, dalam bentuk pelayanan Penerbitan izin pemanfaatan
langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan urusan ESDM
di Kabupaten Halmahera Timur dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan ESDM. Secara umum, tabel berikut menyajikan sejumlah indikator
yang menggambarkan penyelengaraan urusan ESDM di Kabupaten Halmahera

Timur sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.80. Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No Uraian 2022 2023 2024
1 :Digtrrsiintase rumah tangga menggunakan 97.36 9909  100,0
Kapasitas Terpasang Listrik PLN
2 (Mw)

Sumber: BPS Kab. Halmahera Timur, 2025

Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/
Kota dalam urusan Perdagangan meliputi sub urusan: 1) Perizinan dan Pendaftaran
Perusahaan (pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan); 2) Sarana
Distribusi  Perdagangan (Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi
perdagangan; Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan
masyarakat); 3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
(penjaminan ketersediaan, pemantauan harga dan stok, operasi pasar); 4)
Pengembangan Ekspor; dan 5) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Adapun
kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota dalam urusan Perindustrian meliputi sub
urusan: 1) Perencanaan Pembangunan Industri; 2) Perizinan (Industri kecil dan
menengah); 3) Sistem Informasi Informasi Nasional (penyampaian laporanindustri).
Gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan dan

perindustrian di Kabupaten Halmahera Timur sampai dengan tahun 2024, tersaji
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dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.81. Kinerja Penyelengaraan Urusan Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No Uraian 2022 2023 2024
PERDAGANGAN
1 Kontribusi PDRB sektor perdagangan 12.79 10,62 11.20
(persen)
Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa
2 (%PDRB) -2,78 -4 -14,46

PERINDUSTRIAN

Kontribusi PDRB sektor industri
1 pengolahan (persen) 2,76 2,38 2,51

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Timur, 2025

G. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat
penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia, guna
kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Transmigrasi
memiliki tujuan yaitu untuk menyeimbangkan penyebaran penduduk, memperluas
kesempatan kerja, mempercepat lajunya pembangunan daerah, pemerataan sumber
daya alam dan sumber daya manusia serta meningkatkan taraf hidup para
transmigrasi dan memperkuat ketahanan nasional. Berdasarkan UU No. 23 Tahun
2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Transmigrasi meliputi
sub urusan: 1) Perencanaan kawasan transmigrasi; 2) Pembangunan kawasan
transmigrasi; dan 3) Pengembangan kawasan transmigrasi. Tabel berikut menyajikan
indikator yang menggambarkan capaian kinerja urusan Transmigrasi di Kabupaten

Halmahera Timur tahun 2024.

Tabel 2.82. Kinerja Penyelengaraan Urusan Transmigrasi
Kabupaten Halmahera Timur

Uraian 2022 2023 2024 Status
Indeks perkembangan
kawasan transmigrasi

n/a n/a n/a berkembang

Sumber: Transmigrasi Kab. Halmahera Timur, 2025

2.3.4. Fokus Layanan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan dan

Pemerintahan Umum

Unsur pendukung, penunjang dan pengawasan pemerintahan daerah serta
pemerintahan umum, meliputi: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Perencanaan,

Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan,
\ Inspektorat Daerah, serta Kesatuan Bangsa dan Politik.

Gambaran capaian Kinerja dalam penyelenggaraan  unsur-unsur
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pemerintahan daerah tersebut sebagaimana tersaji pada Tabel-tabel berikut.

Tabel 2.83. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No Uraian 2022 2023 2024

Tata Pemerintahan

1 Indeks Reformasi Birokrasi C C C

Nilai/Skor Sistem Akuntabilitas
2  Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 50,6 51,44 53,57

Pemda
3 Indeks Pelayanan Publik 3,29 2,12 2,29
Nilai EKPPD (hasil penilaian
4 .
Kemdagri)
Pengadaan Barang dan Jasa
Indeks Tata Kelola Pengadaan
1 Pemda 24,50 28,68 64,74
Kerjasama Daerah
1  Indeks Kepuasan Masyarakat 88,07 82,05 82,81
9 Jumlah Kerjasama daerah
(berdasarkan jumlah MoU), kumulatif
3 Proporsi kerjasama daerah yang sudah

ditindaklanjuti (persen)

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Timur, 2025

Tabel 2.84. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat DPRD
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

RKPD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR 2026 %,

No

Uraian 2022 2023 2024

Jumlah Ranperda dalam Prolegda 10 8 5

Jumlah Ranperda dalam Prolegda yang 7 6 3
disetujui menjadi Perda

Persentase Ranperda dalam Prolegda yang

disetujui menjadi Perda 66,00 60.00 53,00

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Timur, 2025

Tabel 2.85. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Perencanaan,
Pembangunan, Penelitian, Pengembangan Daerah
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No Uraian 2022 2023 2024
Tingkat keselarasan perencanaan

1 95,0
pembangunan daerah (persen)
Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah

2 58,3
(persen)

3 Indeks Inovasi Daerah 49,521 4543 54,04

Sumber: BP4D Kab. Halmahera Timur, 2025

Tabel 2.86. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Keuangan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No

Uraian 2022 2023 2024

Pengelolaan Keuangan

Predikat Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (Opini BPK) WP WP WP

Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

5,51 3,63 3,17
(persen)

Pengelolaan Pendapatan

a
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No Uraian 2022 2023 2024
1 Rasio kemandirian keuangan daerah 5,83 3,78 3,31
(persen)
2 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap n/a n/a 1-27
2 Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah 94.72 1095
(persen)
Sumber: BPKAD Kab. Halmahera Timur, 2025

Tabel 2.87. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No

Uraian 2022 2023 2024

Kepegawaian

Jumlah PNS (orang) 2.695

Rasio pegawai PNS yang memiliki kualifikasi 573 595 59.1
pendidikan tinggi S1/S2/S3 (persen) ’ ’ ’

Kedisiplinan Aparatur

a. Jumlah pelanggaran disiplin (kasus)

b. Jumlah pelanggaran disiplin (orang/PNS)

Eseloneering

a. Jumlah jabatan eseloneering yang tersedia

b. Rasio jabatan eseloneering yang terisi

(persen)

5 Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kabupaten - 26,48 26,48
Pendidikan dan Pelatihan

1 Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Kabupaten - 8,08 8,08

Sumber: BKPSDA Kab. Halmahera Timur, 2025

Tabel 2.88. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengawasan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No Uraian 2022 2023 2024
1 Jumlah Temuan Hasil Pengawasan 424 441
5 Jumlah Temuan Hasil Pengawasan 283 290

yang ditindaklanjuti

Persentase Temuan Hasil

" - 66,69 65,79
Pengawasan yang ditindaklanjuti

3 Jumlah Pengaduan Masyarakat

4 Persentase Jumlah Pengaduan
Masyarakat yang ditindaklanjuti

5 Level Maturitas SPIP Pemda
(berdasarkan hasil QA BPKP

Level Maturitas Sistem Pengendalian
6 ; 2 2 2
Internal Pemerintah Daerah (SPIP)

Level Kapabilitas Aparat
7  Pengawasan Intern Pemerintah 2 2 2
(APIP)

&

Sumber:Inspetorat 2025
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Tabel 2.89. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No Uraian 2022 2023 2024

Indeks Perkembangan Wilayah

! Kecamatan Kota Maba 67,17 67,17 69,10

o Indeks Perkembangan Wilayah 60,93 63,91 64,62
Kecamatan Maba
Indeks Perkembangan Wilayah 5747 59.26 65.63
Kecamatan Maba Selatan ' ' ’
Indeks Perkembangan Wilayah

3 Kecamatan Maba Tengah 62,28 63,64 63,55

4  Indeks Perkembangan Wilayah 56.23 56.66 57.04
Kecamatan Maba Utara ' ' ’

5  Indeks Perkembangan Wilayah 64.45 65.08 66.22
Kecamatan Wasile

g  Indeks Perkembangan Wilayah 59 32 60.47 62.78
Kecamatan Wasile Selatan ' ' '

7 Indeks Perkembangan Wilayah 59,64 59,64 60,01

Kecamatan Wasile Tengah

Indeks Perkembangan Wilayah 63.09 65.68 65.06
Kecamatan Wasile Timur ' ' '

Indeks Perkembangan Wilayah 52,94 5311 53,11
Kecamatan Wasile Utara

Sumber: RPJMD Halmahera Timur 2025-2029

Tabel 2.90. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022-2024

No Uraian 2022 2023 2024

Jumlah partai politik dan lembaga
pendidika